SALINAN

PUTUSAN
Nomor 60/PUU-XVII1/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama Dr. H. Alirman Sori., S.H., M.Hum., M.M.
NIK 1301051405690001
Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI
Alamat Jalan Perdana Blok D.02 RT/RW 007/005,
Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai ------------ e Pemohon |
2. Nama Tamsil Linrung
NIK 3674031709610001
Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI
Alamat BSD City Delatinos Caribean Island J. 1/3
RT/RW  004/018, Kelurahan Rawabuntu,
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai -------------=-===-== = s oo Pemohon I
3. Nama Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M.
Pekerjaan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam,
Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung



Selanjutnya disebut sebagai ------------ oo Pemohon lli

4. Nama

Perkumpulan Syarikat Islam yang didirikan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor AHU-0068296.AH. 01.07.
TAHUN. 2016 tanggal 22 Juli 2016, dalam hal ini
diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum
Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah

Perkumpulan Syarikat Islam

Alamat Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2 Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------=--=-=======mmmmm oo Pemohon IV
5. Nama Dr. Marwan Batubara, M.Sc.
NIK 3174100607550001
Pekerjaan Wiraswasta
Alamat Jalan Depsos | Nomor 21 RT/RW 005/001
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai L L Pemohon V
6. Nama Ir. Budi Santoso
NIK 3276040704640005
Pekerjaan Karyawan
Alamat Komplek Green Hills F-7 Jalan Aria Putra RT/RW
002/004, Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai ------------ --- Pemohon VI
7. Nama lham Rifki Nurfajar
NIK 3603122605989992
Pekerjaan Mahasiswa/Ketua Umum Perhimpunan
Mahasiswa Pertambangan Indonesia (Permata)
Alamat Perum Wisma Mas Blok D-1/15 RT/RW 005/014,

Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai -------------=-=--=--=-mmmrm - Pemohon ViIi




8. Nama M. Andrean Saefudin
NIK 3603202809920003
Pekerjaan Mahasiswa/Ketua Umum Perhimpunan
Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi)
Alamat Kp. Dukuh RT/RW 002/003, Babakan,
Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai ------------ e EE R Pemohon VIlI

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020 dan 6 Juli 2020

memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr.
Ahmad Yani, S.H., M.H., Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Dr. Wahyu
Nugroho, S.H., M.H., Suyanto, S.H., M.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., Jamil Burhan,
S.H., M. Wirdan Syaifullah, SH., Dhimas Pradana, S.H, M.H., dan Habloel
Mawadi, S.H., M.H., para Advokat dan/atau Pendamping Hukum yang tergabung

dalam “Tim Hukum Uji Formil UU Minerba”, berkedudukan di Satrio Tower Lantai
13, Jalan Prof. Dr. Satrio, RT.07/RW.02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai

[1.2]

.................. --- para Pemohon;

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Daerah;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Presiden;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden.



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan

bertanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2020
berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2020 dan
telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2020
dengan Nomor 60/PUU-XVI11/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal

sebagai berikut:
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang

hasil pemilu”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi
mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguiji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup
pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian
materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



dan/atau

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan uji formil ini adalah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus

permohonan uji formil ini.

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VI11/2009,
tanggal 16 Juni 2010, penguijian formil undang-undang hanya dapat diajukan
dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang
dimuat dalam Lembaran Negara.

7. Bahwa UU 3 Tahun 2020 diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran
Negara pada tanggal 10 Juni 2020, sehingga batas waktu pengajuan
permohonan pengujian formil atas undang-undang ini paling lambat pada
tanggal 24 Juli 2020.

8. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan akta

penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam
tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah
Konstitusi.

. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Konstitusional Para

Pemohon

10.Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang menyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat



11.

12.

13.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan
hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.” Selanjutnya dalam
Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo, disebutkan yang
dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam
UUD 19457

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor
006/PUU-111/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-
putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa
yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu
norma undang-undang, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuiji;

c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah perorangan warga negara
Indonesia yang menjabat atau dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) [Bukti P-2 & Bukti P-3] yang
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945
dalam kedudukannya sebagai Anggota DPD telah dirugikan dengan proses
pembentukan UU 3 Tahun 2020.

Bahwa Pemohon | adalah perorangan warga negara Republik Indonesia
yang berkedudukan sebagai anggota DPD yang memperjuangkan
kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat daerah, saat ini menjabat
sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, merupakan alat
kelengkapan DPD yang bertugas menyusun dan membahas rancangan

undang-undang, sehingga sangat relevan dengan tanggungjawabnya untuk



menjaga hak konstitusional DPD dalam pelaksanaan penyusunan dan
pembahasan rancangan undang-undang. Pemohon | yang tidak dilibatkan
dalam pembahasan RUU Minerba, telah menimbulkan kerugian
konstitusional bagi Pemohon | sebagai anggota DPD sekaligus Ketua Panitia
Perancang Undang-Undang DPD yang sesuai dengan Pasal 22D ayat (2)
UUD NRI 1945 memiliki hak konstitusional untuk membahas rancangan
undang-undang di bidang sumber daya alam. Oleh karena itu, sangat
beralasan bagi Pemohon | untuk menggunakan hak konstitusionalnya
sebagai perorangan anggota DPD maupun sebagai Ketua Panitia Perancang
Undang-Undang DPD dalam permohonan ini.

14.Bahwa Pemohon Il adalah perorangan warga negara Republik Indonesia
yang berkedudukan sebagai anggota DPD yang saat ini menjadi anggota
Komite Il, merupakan alat kelengkapan DPD yang mempunyai lingkup tugas
pada pengelolaan sumber daya alam, dalam konteks ini energi dan sumber
daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber
daya ekonomi lainnya. Kepentingan daerah akan terabaikan dalam
pengelolaan minerba, dan spirit dibentuknya DPD memang untuk
memperjuangkan kepentingan daerah terkait kebijakan nasional. Komite II
DPD inilah yang seharusnya ikut terlibat membahas RUU Minerba, namun
tidak dilibatkan oleh DPR, sehingga secara langsung hak konstitusional
Pemohon Il dirugikan dengan tidak dilibatkannya dalam kapasitas sebagai
anggota Komite I DPD untuk pembahasan RUU Minerba. Oleh karena itu,
sangat beralasan bagi Pemohon Il untuk menggunakan hak
konstitusionalnya sebagai anggota DPD maupun sebagai anggota Komite Il

dalam permohonan ini.

15.Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il merupakan relasi perorangan anggota
DPD dengan kelembagaan DPD sebagai anak kandung reformasi yang tidak
dapat dilepaskan dari semangat “memperjuangkan” kepentingan daerah di
pusat, sehingga tidak mungkin kelembagaan DPD lahir tanpa ada asal-
muasalnya, yakni representasi perorangan di daerah dengan keterwakilan 4
(empat) orang di tiap provinsi untuk memperjuangkan kepentingan daerah,
sehingga berbeda dengan DPR yang mencerminkan dan berasal dari fraksi-
fraksi. Sedangkan, anggota DPD merefresentasikan dirinya sendiri sebagai

wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga ada 136



(seratus tiga puluh enam) perorangan yang secara sendiri-sendiri mewakili
kepentingan daerahnya. Berbeda dengan anggota DPR yang mencerminkan
dan berasal dari fraksi-fraksi. Dengan demikian, spiritruh DPD akan
berpotensi hilang dan terdegradasi, apabila wakil daerah yang berada di
pusat sebagai representasi perorangan di daerah tidak mampu
memperjuangkan kepentingan daerahnya dengan baik dalam original intent-
nya.

16.Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon | dan pemohon Il tidak akan terjadi lagi,
karena hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon | dan pemohon I
menjadi tidak hilang dan dipulihkan kembali, sehingga dalam proses
pembahasan rancangan undang-undang pada bidang yang termasuk
kewenangan DPD, maka DPD akan ikut membahas dan dilibatkan. Dengan
demikian Pemohon atau setidak-tidaknya perwakilan dari DPD akan

berkesempatan ikut membahas rancangan undang-undang a quo.

17.Bahwa Pemohon Ill adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan
daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Pasal 18 ayat
(4) UUD 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-
masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

dipilih secara demokratis [Bukti P-4].

18.Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah mempunyai tugas
mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan [Bukti P-6].

19.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI11/2015
dalam pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah (gubernur atau
bupati/walikota) dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda
sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah
ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-
masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai

penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, Pemohon Il dapat



bertindak sendiri tanpa harus bersama-sama DPRD sepanjang ketentuan
yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan
dengan hak dan/atau kewenangannya. Dalam permohonan ini, Pemohon llI
mempersoalkan hak konstitusionalnya sebagai Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung yang tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, padahal
Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki

cadangan mineral, antara lain timah, yang sangat besar di Indonesia.

20.Bahwa Pemohon Il selaku kepala daerah yang mewakili Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagai perorangan yang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh proses pembahasan dan berlakunya UU 3
Tahun 2020. Pemohon Il sebagai pihak yang mempunyai hak konstitusional
dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sama sekali tidak
pernah diminta pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan
terhadap pembahasan UU 3 Tahun 2020 oleh DPR dan Presiden, sehingga
berlakunya undang-undang a quo merugikan Pemohon.

21.Bahwa Pemohon IV adalah subjek hukum yang berbadan hukum Indonesia
yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam
kegiatannya dilakukan dengan ikhtiar dan upaya-upaya diantaranya
berusaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pengajuan permohonan pengujian formil terhadap
UU 3 Tahun 2020 ini merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-
upaya mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan merupakan peran
kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai
Pancasila dan UUD 1945 melalui penegakan hukum dan keadilan. Pemohon
IV memiliki hak untuk mewakili organisasi yang Pemohon IV pimpin di
hadapan pengadilan sebagaimana tercermin di dalam Peraturan/anggaran

Dasar organisasi Pemohon IV. [Bukti P-5];

22.Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI merupakan individu warga negara
Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap tata kelola
pertambangan mineral dan batubara Indonesia. Dalam kesehariannya
sebagai pengurus dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat yang
bergerak dalam bidang advokasi pengelolaan sumber daya alam khususnya

pertambangan mineral dan batubara. Pemohon V dan Pemohon VI juga



10

kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka perbaikan tata
kelola pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dengan UU 3
Tahun 2020. Pemohon V dan Pemohon VI sampai saat ini konsisten
mencurahkan perhatian, waktu, tenaga dan pikirannya untuk pemantauan
dan partisipasi pada perbaikan tata kelola pertambangan Indonesia sesuai
amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu penguasaan negara atas sumber daya

alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

23.Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah individu warga negara Republik
Indonesia yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak. Sehingga
dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai
dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no
participation without tax. Sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula
dengan proses pembahasan undang-undang a quo yang telah dibiayai oleh
negara. Setiap proses penyusunan produk legislasi menggunakan uang
negara demikian pula bagi pembayaran bagi institusi DPR termasuk
anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada
biaya negara yang mana pemasukan uang negara salah satunya berasal dari
pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh para Pemohon V dan Pemohon
VI.

24.Bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIl adalah mahasiswa atau pengurus
dan pimpinan organisasi mahasiswa tingkat nasional, yang mana Pemohon
VIl adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan
Indonesia (Permata) dan Pemohon VIII adalah Ketua Umum Dewan
Pengurus Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permabhi).
Sebagai mahasiswa atau Pimpinan organisasi mahasiswa, Pemohon VIl dan
Pemohon VIII mempunyai perhatian terhadap proses pembentukan dan
pembahasan UU 3 Tahun 2020. Namun karena pembahasan dilakukan
secara cepat, tertutup dan di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka
Pemohon VII dan Pemohon VIII menjadi terhalang untuk berpartisipasi dan

menyampaikan aspirasi dalam proses pembahasan undang-undang a quo.

25.Bahwa Pemohon VIl adalah Pimpinan organisasi mahasiswa pertambangan
merupakan pewaris dan pelaku masa depan pertambangan Indonesia,

sehingga sangat berkepentingan atas baik dan buruknya pertambangan



11

mineral dan batubara yang diatur dalam UU 3 Tahun 2020. Oleh karena itu,
Pemohon VII mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi,
pemantauan dan memberikan masukan pada saat pembahasan Undang-
Undang a quo, sehingga sangat beralasan jika Pemohon VIl sebagai warga
negara yang berstatus mahasiswa dan pimpinan organisasi mahasiswa

pertambangan mengajukan permohonan ini.

26.Bahwa Pemohon VIII adalah Pimpinan organisasi mahasiswa hukum

27.

28.

29.

merupakan harapan masa depan pembangunan hukum nasional, sehingga
sangat berkepentingan atas baik dan buruknya proses pembahasan sebuah
undang-undang termasuk undang-undang pertambangan mineral dan
batubara yang diatur dalam UU 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemohon VIII
mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi, pemantauan dan
memberikan masukan pada saat pembahasan undang-undang a quo,
sehingga sangat beralasan jika Pemohon VIII sebagai warga negara yang
berstatus Pimpinan organisasi mahasiswa hukum mengajukan permohonan
ini.

Bahwa para Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII merupakan individu
warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Indonesia baik berdasarkan UUD 1945 maupun
perundang-undangan terkait telah memberikan mandat, keterwakilannya
melalui anggota dan institusi DPR yang salah satu tugasnya adalah
membentuk undang-undang (fungsi legislasi).

Bahwa anggota DPR dan DPR sebagai sebuah institusi perwakilan dari
Pemohon, seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam
pembentukan dan pembahasan undang-undang dengan baik, benar serta
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Dengan
tidak dilakukannya tugas dan kewajiban DPR secara proses yang baik dan
benar terkait dengan permohonan a quo, maka jelaslah bahwa Pemohon IV
sampai dengan Pemohon VIII sebagai warga negara yang telah memberikan

mandatnya kepada anggota DPR telah dirugikan hak konstitusionalnya.

Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang dirugikan hak
konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang a quo yang dilakukan
secara eksklusif dan tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip

keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Para Pemohon seharusnya berhak untuk
berpartisipasi, bisa melihat dan/atau terlibat dalam rapat-rapat pembahasan
undang-undang a quo yang mana ternyata diakukan secara cepat dan
tertutup. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa hak konstitusional Pemohon
telah dilanggar dalam pembahasan undang-undang a quo sehingga

menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon.

30.Bahwa proses pembentukan UU 3 Tahun 2020 telah mengakibatkan kerugian
konstitusional para Pemohon dan berpotensi dilanggarnya hak

konstitusionalnya.

31.Bahwa proses pembentukan UU 3 Tahun 2020 yang telah melanggar
prosedural pembentukan undang-undang mencerminkan adanya proses
pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Hal ini
secara nyata melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

32.Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi
kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon selaku pejabat publik pada
lembaga negara dan badan hukum publik yang mempunyai hak
konstitusional, lembaga berbadan hukum, dan perorangan warga negara
Indonesia dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula para
Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan dirinya
sendiri, kepentingan lembaganya, maupun kepentingan publik atau
masyarakat Indonesia secara umum untuk mengajukan permohonan menguiji
secara formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

C. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN
1. Pendahuluan
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Sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara adalah
kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat, hal ini sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) yang menyatakan“Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan
negara atas kekayaan alam tersebut haruslah menjadi “roh” dan mendasari
dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral dan batubara. Oleh
karena itu, setiap upaya pembentukan undang-undang yang menjauhkan
penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan tindakan yang
bertentangan dengan konstitusi dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tata kelola pertambangan mineral dan batubara sebelumnya diatur
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU 4 Tahun 2009”) yang
diundangkan mulai 12 Januari 2009 [Bukti P-7]. Dengan latar belakang
karena tidak implementatif dan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya,
perlu penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu penyesuaian
dengan pengaturan dalam undang-undang yang lain, serta perlunya
pengaturan baru sesuai perkembangan, maka UU 4 Tahun 2009 ini dilakukan
perubahan. Walaupun ada beberapa pihak lain yang menyanggah, bahwa
alasan perubahan tersebut mengada-ada, karena masalah utama UU 4
Tahun 2009 adalah karena tidak konsisten diimplementasikan dan adanya
pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan perubahan UU 4 Tahun
20009.

Rencana perubahan ini terus bergulir sejak Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR) periode 2014-2019 yang lalu, bahkan dibeberapa
hari terakhir menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis, upaya
‘menggenjot” penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara (RUU Minerba) terus dipaksakan, namun saat itu terhalang
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dengan banyaknya demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR yang dilakukan
oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM di akhir bulan September 2019 [Bukti
P-8]. Para pendemo mengusung isu agar DPR tidak mengesahkan RUU
KUHP, RUU Pertanahan, Revisi UU KPK, dan termasuk RUU Minerba.
Karena gelombang demo selama beberapa hari yang cukup besar dan masa
jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019, maka
RUU Minerba tidak dibahas dapat pada DPR periode lalu.

Upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU Minerba berlanjut pada
DPR periode 2019-2024 saat ini, yang sayangnya dilakukan dengan proses
‘kilat” dan tanpa keterlibatan publik dan masyarakat sebagai pemegang
utama kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Pembahasan RUU
Minerba sangat dipaksakan, dengan materi yang sangat banyak, terdiri dari
938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan lebih dari 80% materi perubahan
[Bukti P-9], namun hanya hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu,
dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat
maupun stakeholder. Selain itu, RUU Minerba ditetapkan dan dilakukan
pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah saat pandemi wabah
Covid-19, saat dimana masyarakat tidak bisa keluar rumah karena
menghindari penularan Covid-19 dan pada masa Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah di bulan April-Mei
2020.

Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan “kilat”
dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan
rakyat disinyalir dan terindikasi (sangat kuat) karena RUU Minerba ini
merupakan RUU  “pesanan” korporasi besar yang berupaya
mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya [Bukti P-10]. RUU
Minerba ini jelas-jelas telah menjauhkan penguasaan negara atas sumber
daya alam, karena sudah merupakan “RUU pesanan”, maka seluruh proses
dan tahapan dalam pembahasan RUU Minerba ditabrak dan diterabas, serta
kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi diabaikan. Pembahasan RUU
Minerba dilakukan dengan sangat terburu-buru dan tertutup karena

berorientasi “yang penting selesai sesuai pesanan”.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang ini, maka sangat relevan jika
RUU Minerba yang saat ini sudah menjadi UU 3 Tahun 2020 dilakukan



15

pengujian secara formil untuk membuktikan bahwa undang-undang ini pada
saat pembahasannya telah nyata melanggar kedaulatan rakyat dan
konstitusi. Menurut Jimly Asshiddigie dalam kuliah umum Uji Formil Undang-
Undang di Mahkamah Konstitusi yang ditayangkan live Youtube pada 5 Mei
2020 menyatakan,

‘Pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari domokrasi, oleh
karenanya pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal,
mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Jadi demokrasi itu
selalu mengandalkan jumlah suara, tapi kualitas suara nomor dua yang
penting kuantitas suara, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi
mengutamakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran
konstitusional, untuk mengimbangi demokrasi majoritarian, karena
mayoritas suara belum tentu benar dan adil, keadilan itu pengimbang dari
mayoritas suara itu sendiri. Oleh karenanya, pengujian formil ini soal yang
sangat serius di dalam memfungsikan mekanisme chack and balances,
serta mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Demokrasi atas dasar
kesepakatan mayoritas belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan
konstitusional (constitutional truth and constitutional justice), maka
putusan Mahkamah Konstitusi mengawalnya, karena itu pengujian formil
ini penting sekali”.[Bukti P-11]

Lebih lanjut Jimly mengatakan:

“Batu uji Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
hanya sebagai referensi saja, jadi cara pandang MK itu harus konstitusi,
bisa dilihat apakah Pemerintah atau DPR dengan kekuasaannya
melangkahi proses yang seharusnya. Contoh real adalah situasi Covid-19
saat ini dimana orang-orang di rumabh, partisipasi publik tidak ada, demo
tidak mungkin atau dibatasi karena ada larangan PSBB, di tengah
pandemi seperti ini tiba-tiba DPR mengesahkan UU dan rapatnya via
Zoom, lalu bagaimana jika ada UU yang sifatnya strategis disahkan oleh
DPR di tengah pandemi? bisa saja dalam tiga bulan DPR mengesahkan
50 UU, apalagi koalisi mayoritas di DPR adalah pendukung Pemerintah,
jilka seandainya hal tersebut terjadi apakah masih ada demokrasi?
Jawabannya tidak ada, demokrasi yang terjadi atas keadaan seperti itu
hanya demokrasi formalistik, tidak ada perdebatan dan partisipasi publik
itu sama halnya merampok kedaulatan rakyat.

Atas dasar pilihan rakyat hasil pemilu (seolah-olah tindakan tersebut
kehendak rakyat yang memilih mereka menjadi wakil di Senayan),
padahal Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan ada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD” jadi wakil rakyat di DPR bukan pemegang
kedaulatan rakyat, DPR hanya mewakili kepentingan kedaulatan rakyat,
kedaulatan tetap di tangan rakyat bukan pindah secara otomatis ke
tangan DPR ketika selesai pemilu.

Keadaan formalistik antara DPR dan Pemerintah bisa dikatakan sah
karena telah memenuhi syarat, akan tetapi demokrasi substansial
kedaulatan rakyat telah diabaikan. Oleh kerena itu MK harus menilai
substansi dari proses pembentukan undang-undang, jadi ketika rapat
telah dilaksanakan, pengambilan keputusan sudah sesuai quorum melalui
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Zoom, dan segala hal telah terpenuhi hal itu adalah demokrasi formalistik,
oleh karenanya MK harus melihat bahwa tidak ada partisipasi publik sama
sekali.

Jadi demokrasi itu harus deliberatif demokrasi harus partisipatoris, tanpa
itu, prosedur pembentukan undang-undang cacat demokratis, MK
sebagai hakim mengatasi titik koma, Undang-Undang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang yang diuji, maupun
UUD, jadi pengujian formil itu menggunakan batu uji tetap yaitu konstitusi
tapi menggunakan bahan teknis/bahan penunjang Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (selanjutnya disebut “UU 12 Tahun 2011”) harus dipakali,
namun jangan hanya melihat hal dari prosesnya tetapi harus melihat
ide/filosofinya sebagaimana Ronald Dorkin katakan “Philosopical reading
and moral reading of the constitutions”, pusat perhatian tetap proses tapi
dengan sikap tetap statesmenship melihat persoalan dengan lebih serius,
jadi jangan dibenarkan kalau ada UU yang memanfaatkan krisis Covid-19
ini lalu mempercepat proses UU. Jangan hanya mayoritas suara telah
menentukan tapi demokrasi substansialnya tidak dilaksanakan, karena
demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara. MK harus mengawal
demokrasi itu menjadi substantif, walaupun hakim MK tidak dipilih oleh
rakyat tapi MK harus membatalkan undang-undang kesepakatan
mayoritas walaupun DPR dan Presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat
sama-sama mencerminkan mayoritas kehendak rakyat, tapi MK walaupun
tidak dipilih oleh rakyat, tapi diberikan kewenangan untuk membatalkan
produk mayoritas rakyat, atas dasar “constitusional ftruth and
constitutional justice”. [Bukti P-11]

Berdasarkan hal tersebut, pengujian formil atas UU 3 Tahun 2020 ini
mempunyai arti penting, maka dengan hormat bersama ini kami
menyampaikan pokok-pokok permohonan dan alasan permohonan

pengujian formil atas UU 3 Tahun 2020.

. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara Bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A,
Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut:

I. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR menjadi Batu Uji
Formil Proses Pembentukan Undang-Undang.

39.Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Pasal a quo harus dibaca bahwa kekuasaan pembentukan undang-
undang sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat harus
memenuhi hak konstitusional warga negara dan sesuai dengan

aspirasi dan kehendak rakyat.

40.Bahwa Pasal 18A ayat (2) menyatakan “Hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

41.Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan

Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

42.Bahwa Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan
Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan.

43.Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut
tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-

Undang;

44.Bahwa Pasal 22D ayat (2) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut
membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
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pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

45.Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

46.Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

47.Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

48.Bahwa menurut Jimly Asshiddigie (Hukum Acara Pengujian Undang-
Undang, 2006), kriteria yang dapat dipakai untuk menilai
konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formilnya (formele
toetsing) adalah sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam
bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat
(appropriate institution) dan menurut prosedur yang tepat (appropriate
procedure). Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di
atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili

dan memutus permohonan uji formil ini.

49.Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di atas,
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan

memutus permohonan uji formil ini.

50.Bahwa ketentuan UUD 1945 sebagaimana disebut di atas
ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut
‘UU 12 Tahun 2011”) [Bukti P-12], Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa
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kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(selanjutnya disebut UU 17 Tahun 2014) [Bukti P-13], dan Peraturan
DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPR (selanjutnya disebut Tata Tertib DPR) [Bukti P-14].

51.Bahwa untuk menguji formil proses pembentukan UU 3 Tahun 2020,
selain diuji dengan batu uji langsung pada pasal-pasal konstitusi UUD
1945 juga diuji dengan batu uji melalui ketentuan yang terkait dengan
proses pembentukan undang-undang dalam UU 12 Tahun 2011, UU
17 Tahun 2014, dan Tata tertib DPR.

52.Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, DPR
telah menetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3
Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan DPR Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR [Bukti P-14].

Proses Pembentukan UU 3 Tahun 2020

53.Bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan
berdasarkan UU 12 Tahun 2011 sebagai berikut:
a. Perencanaan;
b. Penyusunan;
c. Pembahasan;
d. Pengesahan/penetapan; dan
e. Pengundangan.

54.Bahwa UU 3 Tahun 2020 saat itu masih dalam bentuk RUU Minerba
telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015 dengan
masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-
2019 sebagaimana Keputusannya DPR Nomor 06A/DPR RI/I1/2014-

2015 dan masuk dalam Prolegnas prioritas sejak tahun tahun 2015.



20

55.Bahwa setelah tahap perencanaan, dilakukan tahap penyusunan,
yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU Minerba yang
dilakukan sejak sejak tahun 2015 oleh Komisi VII DPR dan baru
ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR
dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 2018.

56.Bahwa RUU Minerba yang telah ditetapkan menjadi rancangan
undang-undang usul/inisiatif DPR di atas, disampaikan oleh Pimpinan
DPR kepada Presiden RI dengan surat Nomor LG/07244/DPR
RI/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penyampaian RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara [Bukti P-15].

57.Bahwa untuk menindaklanjuti atas surat Pimpinan DPR tersebut,
Presiden menyampaikan surat ke DPR Nomor R-29/Pres/06/2018
tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk
membahas RUU Minerba, Presiden menugaskan Menteri ESDM,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mewakili Presiden
dalam pembahasan RUU Minerba [Bukti P-16]. Dalam surat Presiden
tersebut belum terdapat lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
RUU Minerba dari Pemerintah. Padahal berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menyatakan “Presiden menugasi menteri yang
mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama
DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak surat pimpinan DPR diterima”. Selanjutnya dalam penjelasan
dinyatakan “Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu
60 (enam puluh) hari tersebut.

58.Bahwa pada bulan Juni — Juli 2019 Menteri ESDM pernah
menyampaikan ‘DIM RUU Minerba” kepada DPR, namun belum
ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk oleh Presiden
sebagaimana terdapat dalam Surat Presiden, yang artinya ini tidak
bisa disebut sebagai DIM resmi Pemerintah, sehingga rapat

pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah belum dapat
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dilakukan.

59.Bahwa pada tanggal 25 September 2019, DIM yang sudah
ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden
diserahkan kepada DPR [Bukti P-9]. Penyerahan ini dilakukan 5 hari
menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir (masa
jabatan Anggota DPR periode 2014-2019 berakhir tanggal 30
September 2019).

60. Bahwa berhubung waktu penyerahan DIM sudah di akhir masa jabatan
anggota DPR, sehingga saat itu tidak bisa/tidak mungkin dilakukan
pembahasan karena sudah tidak ada hari sidang efektif. Dengan
demikian DPR periode 2014-2019 belum pernah membahas DIM RUU
Minerba atau dengan kata lain tidak satupun nomor DIM atau tidak ada
satu pasal pun dalam RUU Minerba yang telah dibahas DPR periode
2014-2019.

61.Bahwa selain karena disebabkan tidak ada waktu membahas RUU
Minerba karena sudah di penghujung masa jabatan DPR periode
2014-2019, tidak dibahasnya RUU Minerba juga disebabkan adanya
tekanan publik dengan banyaknya demonstrasi besar di sekitar
Gedung DPR yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM
di akhir bulan September 2019. Para pendemo mengusung isu agar
DPR tidak mengesahkan RUU KUHP, RUU Pertanahan, Revisi UU
KPK, dan termasuk RUU Minerba [Bukti P-8].

lll. RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat

dilanjutkan pembahasannya (carry over)

62.Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 telah dilantik anggota DPR
Periode 2019-2024.

63.Bahwa DPR Periode 2019-2024 telah menetapkan Prolegnas Tahun
2020-2024 dan RUU Minerba masuk dalam Prolegnas dan masuk
Prioritas Tahun 2020 dengan status carry over (lanjutan pembahasan)
dari DPR periode yang lalu [Bukti P-31].

64.Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal pembahasan

Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
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ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah
pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan
Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR
periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden,
dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat
dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah

dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

65.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019
tersebut, carry over atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi
syarat telah dilakukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan
Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR
periode berikutnya, padahal sesuai fakta bahwa DPR periode lalu
belum satupun membahas DIM RUU Minerba (karena DIM baru
disampaikan oleh Pemerintah 5 hari menjelang masa jabatan DPR
periode 2014-2019 berakhir) dan dipastikan tidak ada laporan hasil
pembahasan DIM karena memang belum ada pembahasan DIM.

66.Bahwa tidak adanya pembahasan DIM pada DPR periode lalu juga
diakui oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam surat Ketua Komisi
VII DPR RI Nomor LG/00733/DPR RI/1/2020 tanggal 20 Januari 2020
tentang Tindaklanjut RUU tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara yang ditujukan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan Badan
Legislasi DPR. Dalam surat tersebut Ketua Komisi VII DPR
menyatakan bahwa “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba
dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25
September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode
2014-2019 selesai), sehingga saat itu belum dilaksanakan
pembahasan atas RUU Minerba. Dengan demikian, sampai masa
jabatan DPR RI periode yang lalu selesai, RUU Minerba belum
dilakukan pembahasan DIM (tidak ada satupun DIM atau pasal yang
telah dibahas)”, lebih lanjut Ketua Komisi VIl DPR juga menyatakan
Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, maka
lanjutan pembahasan (carry over) RUU Minerba tidak dapat
dilaksanakan karena belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU

Minerba dan tidak ada hasil pembahasan yang disampaikan kepada
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DPR RI Periode 2019-2024 [Bukti P-20].

67.Bahwa Ketua DPR dalam surat Nomor LG/04430/DPR RI/I11/2020

tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembahasan RUU Perubahan atas UU
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang
ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah juga
menyatakan RUU Minerba merupakan rancangan undang-undang
usul/inisiatif DPR RI, Naskah Akademik dan draf RUU nya telah
disiapkan oleh DPR RI Periode 2014-2019 yang pada saat itu belum
dilakukan pembahasan karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari
Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25
September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode
2014-2019 berakhir). [Bukti P-18].

68.Bahwa Pemerintah juga mengakui pembahasan RUU Minerba baru

dimulai bulan Februari 2020 sebagaimana dokumen bahan rapat
Pemerintah dalam pembahasan RUU Minerba yang menyatakan
bahwa kickoff meeting dimulainya pembahasan dilakukan pada
tanggal 18 Februari 2020 [Bukti P-19].

69.Bahwa Laporan Ketua Panja kepada Rapat Kerja Komisi VIl DPR

dengan Pemerintah tanggal 11 Mei 2010 juga menyatakan bahwa
rapat kerja pada tanggal 13 Februari 2020 menyepakati DIM dengan
rumusan tetap, hal ini menunjukkan awal mulai tahap pembahasan.
Selanjutnya juga menyatakan bahwa Panja RUU Minerba dibentuk
pada tanggal 13 Februari 2020 dalam memulai tugasnya diawali
dengan rapat intern Panja tanggal 10 Februari 2020. [Bukti P-23]

70.Bahwa dengan fakta yang ada, menunjukkan bahwa RUU Minerba

baru mulai dibahas pada bulan Februari 2020, dengan demikian tidak
benar jika telah dibahas sejak tahun lalu atau oleh DPR periode yang
lalu. Dengan demikian, RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk
dilakukan lanjutan pembahasan (carry over), sehingga melanjutkan
pembahasan RUU Minerba oleh DPR periode saat ini tidak sesuai
dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan

sangat dipaksakan dengan motif tertentu.

IV. Pembahasan UU 3 Tahun 2020 Melanggar Prinsip Keterbukaan
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Bahwa pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah
dilakukan mulai pertengahan sampai akhir bulan Februari 2020 yang
secara intensif dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja). Panja adalah alat
kelengkapan yang dibentuk komisi yang bertugas membahas DIM
RUU Minerba, jumlah anggota Panja sebanyak 30 anggota DPR [Bukti
P-24].

Bahwa seluruh rapat Panja pembahasan DIM bersifat tertutup [Bukti
P-22 & Bukti P-23], dan tidak ada satupun rapat pembahasan DIM oleh
Panja yang terbuka, serta sebagian besar dilaksanakan di hotel.
Rapat-rapat Panja diindikasikan juga tidak dihadiri oleh anggota Panja
secara representatif atau dihadiri oleh sebagian kecil anggota Panja,
itupun tidak penuh waktu kehadirannya.

Bahwa hanya terdapat 2 kali rapat bersifat terbuka, yaitu rapat kerja
antara Komisi VIl DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili
Pemerintah dengan agenda pembukaan pembahasan pada tanggal
13 Februari 2020 dan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat |
pada tanggal 11 Mei 2020. [Bukti P-22] [Bukti P-24]

Bahwa hampir seluruh Pembahasan RUU Minerba dilakukan secara
tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, hal ini melanggar asas
keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU 12 Tahun
2011, selain itu tidak sesuai dengan Pasal 229 UU 17 Tahun 2014 dan
Pasal 246 Tata tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada
dasarnya bersifat terbuka, kalaupun tertutup tentunya harus dengan
alasan tertentu, misalnya apabila terkait dengan rahasia negara atau

kesusilaan.

Bahwa rapat pembahasan RUU yang tertutup juga melanggar Pasal 5
huruf g UU 12 Tahun 2011 terkait dengan asas keterbukaan, yaitu
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Bahwa dengan tertutupnya pembahasan RUU Minerba merupakan
pelanggaran terhadap UU 17 Tahun 2014 dan UU 12 Tahun 2011,
akibatnya masyarakat tidak bisa berpartisipasi dan menyampaikan

aspirasi. Hal ini tentunya menghalangi rakyat untuk melaksanakan
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kedaulatannya sehingga bertentangan dengan konstitusi Pasal 1 ayat
(2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

V. Pembahasan RUU Minerba Tidak Melibatkan Partisipasi Publik dan
Stakeholder serta Tidak Ada Uji Publik oleh DPR

77.Materi pembahasan RUU Minerba berisi sangat banyak terdiri 938 DIM
dilakukan pembahasan secara kilat dalam waktu sekitar 2 minggu
antara pertengahan sampai akhir Februari 2020 oleh DPR dan
mengingat mulai awal bulan Maret 2020 mulai merebaknya wabah
Covid-19 yang diikuti kebijakan Work From Home (WFH) dan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

78.Bahwa Komisi VII DPR telah mengagendakan rapat kerja
pengambilan keputusan pada tanggal 8 April 2020, hal ini
menandakan bahwa pada awal bulan April ini pembahasan DIM RUU
Minerba sudah selesai [Bukti P-25]. Namun rencana rapat tersebut
mendapat reaksi keras dari masyarakat melalui media, masyarakat
menganggap tidak tepat kalau RUU Minerba ditetapkan di tengah
situasi wabah Covid-19 yang baru merebak dan akhirnya rapat kerja

pengambilan keputusan ditunda.

79.Bahwa akhirnya pengambilan keputusan Tingkat | atas RUU Minerba
dilakukan pada rapat kerja tanggal 11 Mei 2020.

80.Dalam masa pembahasan RUU Minerba oleh DPR (bulan Februari
sampai dengan April 2020) satu-satunya pihak yang menyampaikan
public hearing dengan Komisi VIl DPR adalah Tim Peneliti Fakultas
Hukum Universitas Indonesia yang menyampaikan hasil kajian atas
RUU Minerba pada tanggal 7 April 2020. Public hearing ini atas
permintaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan inipun hanya
formalitas karena dilakukan pada saat pembahasan DIM sudah
selesai dan tidak ada pengaruh apa-apa pada hasil pembahasan yang

telah dilakukan.

81.Bahwa tidak ada partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU
Minerba merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU 12 Tahun

2011 yang menyatakan bahwa “Masyarakat berhak memberikan
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masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan”. Hal ini juga merupakan pelanggaran yang
serius atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar”.

VI. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD)

82.Bahwa kewenangan keterlibatan DPD dalam pembahasan undang-
undang telah dinyatakan dalam Pasal 22D UUD 1945, “Dewan
Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama”.

83.Bahwa terkait dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan
rancangan undang-undang juga diatur dalam UU 12 Tahun 2011 dan

UU 17 Tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 65 UU 12 Tahun 2011
(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR
bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
a. otonomi daerabh;
b. hubungan pusat dan daerah;
c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya; dan
e. perimbangan keuangan pusat dan daerah,

f. dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
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(3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-
Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya
pada pembicaraan tingkat I.

(4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-
Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili
oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan

Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
Pasal 170 UU 17 Tahun 2014
(1) Pembicaraan tingkat | dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. pengantar musyawarah;
b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
C. penyampaian pendapat mini.

(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a:

a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan

pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR,;

b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD

menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 huruf ¢ berasal dari DPR;

(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diajukan oleh:

a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;

b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden;

c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari
Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c;

d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari
DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau
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e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari
DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 huruf c.

(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat | oleh:

a. fraksi;

b. DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan
kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf c; dan

c. Presiden.

84.Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 92/PUU-
X/2012 telah menegaskan keharusan keterlibatan DPD dalam

pembahasan RUU yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

a. RUU yang berasal dari DPR disampaikan melalui surat kepada
Presiden dan DPD.

b. DPD menyampaikan pandangan dalam Pengantar Musyawarah

Pembukaan Pembicaraan Tingkat I.
c. DPD menyampaikan DIM.
d. DPD ikut membahas pada Pembicaraan Tingkat |

e. DPR menyampaikan pendapat mini pada Pengambilan Keputusan

Tingkat | berkaitan dengan kewenangan DPD.

85.Bahwa sesuai fakta tidak ada surat dari DPR kepada DPD sebelum
pembahasan RUU Minerba untuk meminta DIM dan keterlibatan DPD
dalam proses pembahasan tingkat |, tidak ada pandangan dari DPD
dalam Pengantar Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I,
tidak ada DIM dari DPD, DPD tidak sama sekali tidak ikut dalam rapat-
rapat pembahasan, dan tidak ada pendapat mini dari DPD pada

Pengambilan Keputusan Tingkat I. [Bukti P-12]

86.Bahwa satu-satunya indikasi keterlibatan DPD hanya adanya Rapat
Panja Komisi VII DPR dengan Komite Il DPD pada tanggal 27 April
2020 dengan agenda pandangan dan masukan DPD terhadap RUU
Minerba. Patut disayangkan selevel lembaga negara yang mempunyai
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hak konstitusional hanya dilibatkan satu kali dalam rapat Panja untuk
memberi masukan, itupun di waktu yang pembahasan DIM sudah
selesai (pada tanggal 27 April 2020 pembahasan DIM sudah selesai).
Sehingga Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite I DPD ini
hanya merupakan basa-basi. [Bukti P-26]

87.Bahwa indikasi ketidakterlibatan DPD dalam proses pembahasan UU
3 Tahun 2020 dapat dilihat dengan tidak dicantumkannya Pasal 22D
UUD 1945 dalam konsideran mengingat UU 3 Tahun 2020.

88.Bahwa dengan fakta-fakta tidak adanya keterlibatan DPD dalam
pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap UU 12
Tahun 2011, UU 17 Tahun 2014, dan Tata tertib DPR. Lebih datri itu,
tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan
langsung dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D
UUD 1945.

VII. Tidak ada Keterlibatan dan Penerimaan Aspirasi Pemerintah Daerah

89.Bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan dalam UU 3 Tahun
2020 terkait dengan kewenangan dan urusan pemerintahan di bidang
pertambangan mineral dan batubara, yaitu seluruh kewenangan
perizinan oleh pemerintah daerah (provinsi) ditarik ke pusat, artinya
Pemerintah Provinsi yang selama ini mempunyai kewenangan
perizinan berdasarkan UU 4 Tahun 2009 untuk mengeluarkan Izin
Usaha Pertambangan menjadi tidak lagi punya kewenangan.

90.Bahwa kebijakan untuk menarik seluruhnya kewenangan dan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat
berkaitan dengan keberadaan pemerintah daerah, namun sayangnya
dalam pembahasan RUU Minerba sama sekali tidak melibatkan
pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan aspirasi atau
pendapat dari daerah.

91.Bahwa tidak adanya penerimaan aspirasi, sosialisasi dan proses
dialog dengan pemerintah daerah dalam pembahasan UU 3 Tahun
2020 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
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pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.

VIIl. Rapat dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VIl dan

Rapat Paripurna DPR Tidak Memenuhi Syarat

92.Pengambilan keputusan Tingkat | pada rapat kerja Komisi VIl DPR
dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada tanggal 11 Mei
2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan Tingkat Il
dalam rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 juga dilakukan
secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota
DPR dilakukan secara perwakilan fraksi. Hal ini tampak pada siaran
TV Parlemen bahwa ruang sidang paripurna sangat lengang dan
hanya dihadiri oleh sedikit anggota DPR [Bukti P-27].

93.Bahwa berdasarkan Pasal 232 UU 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib
DPR bahwa rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan
apabila memenuhi kuorum, yaitu apabila rapat dihadiri oleh lebih dari
Y (setengah) jumlah anggota rapat dan terdiri %2 (setengah) jumlah
fraksi. Kehadiran di sini adalah kehadiran fisik di ruang rapat yang
dibuktikan dengan kehadiran fisik dan tanda tangan daftar hadir. Hal
ini juga ditegaskan oleh Bagir Manan bahwa rapat DPR itu harus
dihadiri secara fisik oleh anggota DPR, tak bisa cuma kuorum di
daftar hadir, semestinya tidak ada ketentuan dalam tata tertib DPR
bahwa  kehadiran cukup dengan tanda tangan, dia

harus physically ada di sana. [Bukti P-28].

Perlunya kehadiran fisik anggota DPR dalam rapat juga dinyatakan
oleh Saldi Isra dalam keterangan ahli di Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa kehadiran anggota legislatif dalam
proses pengambilan keputusan adalah merupakan keharusan.
Kehadiran tersebut memang tidak harus untuk semua anggota, tetapi

sesuai dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan. [Bukti P-29].
94.Bahwa berdasarkan Pasal 152 Tata Tertib DPR, sebagai berikut:

(1) Hasil Pembicaraan Tingkat | atas pembahasan rancangan undang-
undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan

Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan
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Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada
Pembicaraan Tingkat Il untuk mengambil keputusan dalam rapat
paripurna DPR yang didahului oleh:

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi,

pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi
dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat
paripurna DPR; dan

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang
mewakilinya.

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat,
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Bahwa rapat paripurna DPR pengambilan keputusan atas RUU

Minerba tidak ada permintaan dari Pimpinan rapat kepada tiap-tiap

fraksi untuk menyatakan setuju atau menolak, yang ada Pimpinan

rapat langsung meminta persetujuan dan diketok palu tanda

keputusan telah ditetapkan [Bukti P-27 & Bukti P-32].

Bahwa sebagaimana sebelumnya pada Pengambilan Keputusan
Tingkat | dalam rapat kerja Komisi VIl tanggal 11 Mei 2020, Fraksi
Partai Demokrat dalam pendapatnya telah dengan tegas menolak
RUU Minerba untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan
demikian dari sikap Fraksi Partai Demokrat ini menunjukkan bahwa
tidak semua fraksi setuju terhadap RUU Minerba ditetapkan menjadi
Undang-Undang, sehingga apabila terdapat fraksi/anggota DPR yang
tidak setuju, maka pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan

secara musyawarah untuk mufakat (aklamasi) [Bukti P-30].

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pengambilan
keputusan tingkat | dalam rapat kerja Komisi VII dan pengambilan
keputusan dalam rapat paripurna DPR, maka pengambilan keputusan
atas RUU Minerba melanggar Tata Tertib DPR dan melanggar hak
konstitusional anggota DPR yang tidak mendapatkan haknya dalam

proses pengambilan keputusan atas RUU Minerba.
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IX. UU Nomor 30 Tahun 2020 seharusnya dalam bentuk Undang-Undang
penggantian bukan Undang-Undang perubahan

98.Bahwa UU 3 Tahun 2020 merupakan undang-undang perubahan atas
UU 4 Tahun 2009, yang terdiri sebanyak 28 bab (2 bab baru), pasal
yang berubah sebanyak 83 pasal, pasal tambahan/baru sebanyak 52
pasal, pasal dihapus sebanyak 18 pasal. Jumlah total pasal 209 pasal
(sebelumnya 175) atau telah mengalami perubahan lebih kurang 82%
dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4 Tahun 2009. Selain itu,
landasan filosofis dan sosiologis, serta arah pengaturan telah berubah
signifikan dan berbeda mendasar dengan UU 4 Tahun 2009, sehingga
UU 3 Tahun 2020 tidak layak disebut sebagai UU Perubahan,
seharusnya dalam bentuk UU penggantian (UU Baru yaitu dengan

mencabut UU yang lama).

99.Bahwa berdasarkan bentuk, UU 3 Tahun 2020 yang merupakan
Undang-Undang perubahan tidak mengikuti pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik dan bertentangan dengan UU 12
Tahun 2011 serta sangat dipaksakan. Hal ini sebagaimana juga
dinyatakan oleh Pemerintah dalam materi bahan rapat oleh Menteri
ESDM [Bukti P-19].

X. Urgensi Penundaan Pemberlakuan UU 3 Tahun 2020

100.Bahwa Pasal 58 UU MK yang mengatur bahwa Putusan Mahkamah
tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap hak konstitusional para Pemohon (melalui pemberian
perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
yang telah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), para Pemohon
memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela
yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia menunda
pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020.

101.Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
133/PUU-VII/2009 yang telah menerima permohonan provisi dengan
menjatuhkan putusan sela melalui penundaan beberapa pasal dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan provisi
sangat dimungkinkan dalam permohonan pengujian undang-undang

di Mahkamah Konstitusi.

102.Bahwa demi penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang sangat
eksploitatif dan penghentian atas kerusakan lingkungan yang
demikian masif sebagian wilayah di Indonesia yang menjadi sentral
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, agar menunda
atau tidak menerbitkan surat keputusan atas pemberian perpanjangan
IUPK oleh pemerintah sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
yang telah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sampai ada putusan
MK dalam perkara a quo.

103.Walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan
Provisi, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang
Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam
perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945, setidaknya saat
pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut

telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6525), sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara a quo. Selama penundaan, undang-undang yang digunakan
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4959);

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2]

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah

mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 sebagai

berikut:

1.

Bukti P-1 . Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6525);



2.

3.

4.

10.
11.

12.

Bukti P-2

Bukti P-3

Bukti P-4

Bukti P-5
Bukti P-6

Bukti P-7

Bukti P-8

Bukti P-9

Bukti P-10

Bukti P-11
Bukti P-12
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Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019
tentang Peresmian Penetapan Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019-
2024 (Dr. H. Alirman Sori., SH., MH., MM.);

Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019
tentang Peresmian Penetapan Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019-
2024 (Tamsil Linrung);

Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2017
tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa
Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan
Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017-
2022 (Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M.);
Fotokopi Peraturan Dasar Syarikat Islam;

Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 65);

Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Print out Berita Demo RUU Minerba Bulan September
2019;

Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU
Minerba;

Print out Berita 7 PKP2B yang Habis Kontrak;
Rekaman Kuliah Umum Prof. Jimly Asshiddigie;
Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Bukti P-13

Bukti P-14

Bukti P-15

Bukti P-16

Bukti P-17

Bukti P-18

Bukti P-19

Bukti P-20

Bukti P-21
Bukti P-22
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Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Fotokopi Peraturan DPR Rl Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Fotokopi Surat Pimpinan DPR kepada Presiden Nomor
LG/07244/DPR RI/IV/2018 tanggal 11 April 2018
tentang Penyampaian RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Fotokopi Surat Presiden Kepada DPR Nomor R-
29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang
Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU
Minerba;

Fotokopi Surat Ketua Komisi VII DPR RI Nomor
LG/00733/DPR RI/I/2020 tanggal 20 Januari 2020
tentang Tindak Lanjut RUU tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara;

Fotokopi Surat Ketua DPR kepada Pimpinan DPD
Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020 tanggal 16 Maret
2020 Perihal Pembahasan RUU Perubahan atas UU 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara;

Fotokopi Bahan Rapat Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM);

Fotokopi Laporan Ketua Panja kepada Rapat Kerja
Komisi VII DPR RI;

Fotokopi Daftar Anggota Panja RUU Minerba;

Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR
RI dengan Menteri ESDM RI, Mendagri, Menteri Hukum
dan Ham, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan;
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23.  Bukti P-23 . Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VIl DPR
RI;
24.  Bukti P-24 . Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR

Rl dengan Menteri ESDM, Mendagri, Menkumham,
Menteri Perindustrian, dan Menkeu;

25.  Bukti P-25 . Fotokopi Undangan Rapat Komisi VII DPR RI tanggal 8
April 2020;

26.  Bukti P-26 . Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba
Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite Il DPD R,

27.  Bukti P-27 . Rekaman Rapat Paripurna DPR RI;

28.  Bukti P-28 . Print out Berita Pendapat Bagir Manan Terkait Kuorum
Fisik (Tidak Melalui Zoom);

29.  Bukti P-29 : Pendapat Saldi Isra dalam Keterangan Ahli di Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009;

30. Bukti P-30 . Fotokopi Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat
DPR RI Terhadap RUU Minerba;

31. Bukti P-31 . Fotokopi Surat Keputusan DPR RI tentang Program

Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Prioritas Tahun 2020;

32.  Bukti P-32 . Fotokopi Undangan Rapat Paripurna DPR Rl tanggal 12
Mei 2020.

Selain itu, Pemohon mengajukan empat orang ahli masing-masing
bernama Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D., Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,
M.H., Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H., dan Dr. Benediktus Hestu Cipto
Handoyo, S.H., M.Hum., yang menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis
pada sidang tanggal 18 November 2020 dan tanggal 25 Mei 2021, serta seorang
saksi bernama Ir. Ismet Djafar, M.M., yang menyampaikan keterangan secara lisan
pada sidang 8 Juni 2021 yang masing-masing keterangan pokoknya sebagai
berikut:

1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D. (Ahli Pemohon)
Sebagai keterangan ahli di bidang hukum, keterangan ini semata-mata
bersifat keilmuan yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan adalah konsep dan

teori. Dalam hal ini, konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara keilmuan dapat
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didekati dengan berbagai cara seperti pendekatan yuridis dogmatik ataupun
pendekatan yang menyatakan hukum itu suatu kepentingan. Sebagai
konsekuensi, dapat terjadi perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap
suatu fenomena hukum yang terjadi di sekitar kita. Namun dalam memecahkan
persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu dipegang dan
dilaksanakan.

Pertama; kehendak menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun
atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar yang wajar.
Kedua; kehendak menyelesaikan persoalan, bukan justeru menimbulkan
persoalan baru.
Ketiga; kehendak menegakkan keadilan dan kebenaran. Suatu putusan
dipandang adil apabila dapat diterima secara wajar. Sesuatu akan diterima
secara wajar kalau melahirkan kegunaan dan harmoni. Keadilan adalah
kepuasan dan harmoni. Hal ini hanya akan tercapai apabila penerapan hukum
dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, sesuai
dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam suatu kaidah hukum.
Dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yakni permohonan pengujian
formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara, terdapat lima pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon,
yang merupakan permasalahan hukum yang akan ahli jawab secara akademik,
sebagai berikut:

Apakah pembentukan suatu undang-undang harus semata-mata tunduk kepada
rule of law dan mengabaikan rule of ethics? Dan apakah pembentukan undang-
undang yang mengabaikan rule of ethics akan dapat bertentangan dengan

konstitusi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ahli mencoba untuk
mengidentifikasi apa yang Pemohon maksud dengan rule of ethics tersebut. Di
dalam ilmu hukum, pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan
bernegara adalah bagaimana sebuah masyarakat dapat hidup secara tertib dan
adil? Pertanyaan tersebut kemudian dapat dielaborasi menjadi berbagai
pertanyaan lainnya seperti, bagaimana cara masyarakat agar dapat hidup
bersama? Siapa yang dapat memangku kekuasaan dan apa alasannya? Apa

batasan-batasannya? Apa fungsi dari negara? Apa itu legitimasi? Dan berbagai
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pertanyaan fundamental lainnya. Seluruh jawaban atas pertanyaan tersebut
umumnya direkam kedalam sebuah dokumen yang disepakati bersama, yang
kita kenal dengan sebutan konstitusi. Oleh karena itu, dokumen konstitusi
bukanlah merupakan hukum yang dibentuk oleh negara untuk mengatur rakyat,
melainkan hukum yang dibentuk oleh rakyat untuk mengatur negara. Dengan
demikian, maka dokumen konstitusi dapat pula disebut sebagai the rule of
conduct and ethics yang wajib ditaati oleh negara. Sebagai dokumen yang
merekam berbagai harapan publik untuk dapat hidup secara teratur dan adil,
termasuk untuk mencegah terjadinya kesewenang-wennangan, maka
pemenuhan atau ketaatan terhadap dokumen konstitusi harus dilakukan secara
layak. Keterangan ahli berikut ini akan menguraikan bagaimana seharusnya
kewenangan pembentukan undang-undang dilakukan secara layak dan optimal

berdasarkan konstitusi.

Di dalam perkembangan keilmuan, terdapat beberapa doktrin dan teori
hukum mengenai pembentukan undang-undang yang dalam diskursus akademik
dikenal dengan istilah legisprudence. Luc J. Wintgens, dalam bukunya yang
berjudul ‘Legisprudence’, menguak sebuah permasalahan akut pada proses
pembentukan undang-undang. Badan pembentuk undang-undang sering
terperangkap pada permasalahan legisme, dimana mereka sebagai badan yang
memiliki legitimasi merasa dapat menciptakan undang-undang apa saja, tanpa
memperhatikan legal efficacy dan rational acceptability. Badan pembentuk
undang-undang merasa sepanjang sebuah undang-undang dibuat oleh mereka,
sebagai badan yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, maka undang-
undang tersebut sah secara hukum dan harus dipatuhi. Pemerintah pun merasa
memiliki legitimasi untuk bertindak secara koersif kepada orang yang tidak
mematuhi sebuah undang-undang, sekali pun proses pembentukan dan

kualitasnya bermasalah.

Luc J. Wintgens mengatakan bahwa organ pembentuk undang-undang
tidak cukup hanya memiliki legitimasi (legitimacy) bahwa mereka organ yang
berwenang untuk menetapkan undang-undang. Organ pembentuk undang-
undang juga harus melegitimasi setiap tindakan dan pilihan-pilihan yang diambil
di dalam proses pembentukan undang-undang. Ahli berpendapat bahwa apa
yang dikemukakan oleh Witgens tersebut menunjukkan bahwa organ pembentuk

undang-undang, meskipun memiliki legitimasi dari rakyat, tidak dapat
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membentuk undang-undang dengan sekehendaknya sendiri, melainkan terdapat
serangkaian prosedur yang harus diikuti agar undang-undang yang dibentuk

memiliki legalitas, berkualitas, dan mencerminkan kehendak publik.

Sebagaimana kita pahami bahwa ajaran negara hukum tidak hanya
mengenal due process semata-mata hanya dalam pengertian prosedural,
malainkan juga dalam pengertian yang substantif atau kita kenal dengan istilah
substantive due process. ‘Procedural due process’ mempersoalkan apakah
pemerintah telah mengikuti prosedur yang memadai pada saat mengambil
keputusan, sedangkan ‘substantive due process’ mempersoalkan apakah
pemerintah telah memberikan justifikasi yang memadai atas dikeluarkannya

sebuah keputusan.

Berkaitan dengan procedural due process ini, Hans Kelsen mengatakan
bahwa fungsi pembentukan undang-undang merupakan sebuah fungsi penuh
(total function) yang terdiri dari beberapa bagian fungsi (partial function). Artinya,
prosedur pembentukan undang-undang merupakan rantai tindakan hukum
(chain of legal acts) untuk menghasilkan undang-undang, sebagai sebuah
tindakan negara yang penuh dengan cara yang sah. Sebagai sebuah rantai
tindakan maka prosedur merupakan serangkaian tahapan yang akan
memperlambat dan mempersulit proses pembentukan undang-undang.
Pelambatan tersebut penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang
dibentuk telah melalui deliberasi yang cukup, agar warga negara terinformasi
dengan baik mengenai adanya undang-undang yang akan dibentuk atau diubah.
Dari perspektif demokrasi, terinformasinya warga negara mengenai adanya
rencana pembentukan atau perubahan undang-undang menjadi penting, karena
akan memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan diskursus publik,
bahkan apabila diperlukan demonstrasi untuk menolak sebuah rancangan

undang-undang yang berpotensi merugikan publik.

Pada sisi inilah procedural due process memiliki korelasi dengan
substantive due process, yakni procedural due process bertujuan untuk
memastikan substantive due process berupa undang-undang yang berkualitas
dapat terpenuhi. Berkualitas yang dimaksud tentunya merujuk pada undang-
undang yang merepresentasikan kepentingan warga negara secara kolektif.

Oleh karena itu, prosedur pembentukan undang-undang tidak boleh dilihat
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semata sebagai ketentuan proses yang tidak memiliki korelasi terhadap undang-
undang yang dihasilkan.

Menurut pendapat ahli, proses pembentukan undang-undang yang baik
akan menghasilkan undang-undang yang baik pula. Proses pembentukan
undang-undang yang buruk seringkali menghasilkan undang-undang yang
menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dibanding menguntungkan
publik secara kolektif. Intervensi kepentingan kelompok dalam pembentukan
undang-undang dapat terjadi secara halus bahkan tak tampak, hal ini
sebagaimana pernah dikemukakan oleh filsuf kenamaan, Joseph Raz yang
mengatakan “A ruler can promote general rules based on whim or self-interest,

etc., without offending against the rule of law”.

Pada kesempatan ini, ahli merasa penting pula untuk menyampaikan
bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan tindakan
mentransformasi, apa yang disebut oleh Edgar Bodenheimer sebagai sumber
hukum non-formal menjadi sumber hukum formal. Sumber hukum non-formal
dalam hal ini dapat berupa prinsip hukum, nilai moral, doktrin, hingga
kecenderungan sosial. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang
menerjemahkan “what the law should be” menjadi “what the law is”. Namun,
sumber hukum nonformal seperti prinsip hukum, nilai moral, doktrin, dan
kecenderungan sosial memang merupakan sesuatu yang relatif. Boleh jadi suatu
prinsip berkontestasi dengan prinsip yang lain, suatu nilai moral bertentangan
dengan nilai moral lain, suatu doktrin berbeda dengan doktrin lain, bahkan
interpretasi mengenai apa yang sedang menjadi kecenderungan sosial tidak
pernah tunggal. Dalam proses pembentukan undang-undang bisa saja terdapat
pertentangan antara satu sumber hukum non-formal dengan sumber hukum non-
formal yang lain. Oleh karena itu, prosedur pada dasarnya bertujuan untuk
memastikan bahwa pembentuk undang-undang benar-benar melaksanakan
tugasnya untuk mengurai dan menimbang berbagai sumber hukum nonformal

tersebut agar dapat menghasilkan undang-undang yang paling rasional.

Persoalannya, badan pembentuk undang-undang seringkali melihat
pembentukan undang-undang semata sebagai ranah politik kekuasaan, bukan
ranah penalaran (realm of power, not reason). Mekanisme pengambilan
keputusan dalam pembentukan undang-undang seringkali lebih memperlihatkan

pertarungan kekuatan politik, bukan pertarungan argumentasi untuk
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menghasilkan undang-undang yang paling rasional. Pembentukan undang-
undang menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling banyak, bukan siapa
yang memiliki argumentasi paling rasional. Pada akhirnya, undang-undang
hanya menjadi resultante dari sebuah permainan kekuasaan (a power game)
yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih banyak suara, bukan
dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan.

Padahal proses pembentukan undang-undang tidak bisa dilihat sebagai
formalitas politik semata. Pembentuk undang-undang harus dapat menghasilkan
undang-undang yang memiliki legitimasi, memenuhi legalitas, dan rasional.
Aspek legitimasi dan legalitas dapat selesai dengan pendekatan institutional dan
prosedural yang baik. Tetapi untuk menghasilkan undang-undang yang rasional,
pembentuk undang-undang harus melaksanakannya berdasarkan prinsip-
prinsip pembentukan undang-undang dan ketaatan yang tinggi terhadap etika
dalam bernegara. Meminjam istilah dari Hannele Isola-Meiettinen, perkara
legitimasi dan legalitas dapat dicapai ‘solely through rule-based norms’, tetapi
menciptakan undang-undang yang rasional hanya dapat dicapai apabila disertai

kemauan untuk mengkuti fegal principles’.

Terdapat banyak prinsip pembentukan undang-undang yang disampaikan
oleh para sarjana, seperti prinsip tujuan yang jelas, prinsip urgensi, prinsip
koherensi, prinsip implementatif, prinsip partisipasi publik, dan prinsip-prinsip
lainnya. Namun, dalam kesempatan kali ini, izinkan ahli menguraikan prinsip
partisipasi, yang menurut ahli merupakan prinsip yang paling relevan untuk
menjawab pertanyaan di dalam perkara pengujian ini, terutama berkaitan
dengan bagaimana sebuah undang-undang mampu diterima secara rasional

oleh publik.

Dalam perkembangan ilmu hukum terkini, terutama dalam teori
pembentukan undang-undang, telah berkembang sebuah paradigma baru dalam
melihat hubungan rakyat sebagai sumber legitimasi dengan badan pembentuk
undang-undang yang menerima legitimasi. Pada pandangan tradisional,
hubungan antara rakyat dengan pembentuk undang-undang didekati dari
perspektif teori kontrak sosial, dimana rakyat digambarkan telah memberikan
legitimasi kepada badan pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-
undang yang mencerminkan kehendak publik (general will). Relasi kontrak sosial

ini seringkali dilihat dalam kacamata proxy version, dimana rakyat memberikan
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legitimasi kepada pembentuk undang-undang, lalu pembentuk undang-undang
memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan publik tanpa merasa perlu untuk
menghadirkan legitimasi pada produk yang mereka ciptakan. Relasi yang
demikian dapat dikategorikan sebagai relasi satu arah dari rakyat kepada
negara. Sementara itu, perkembangan teori legisprudence terkini telah melihat
kontrak sosial melalui perspektif ‘trade off version’. Dalam versi ini, pembentuk
undang-undang memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan rakyat, dan
memberikan justifikasi atas setiap pembentukan undang-undang yang
dilakukan.Melalui paradigma baru ini, maka hukum menghendaki setiap
pembentukan undang-undang dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik

secara layak.

Bahkan, jika kita merujuk pada praktik pembentukan undang-undang di
negara lain, ketiadaan partisipasi publik yang layak di dalam proses
pembentukan undang-undang, berimplikasi pada dibatalkannya undang-undang
oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil. Hal ini tercermin misalnya di
dalam perkara Value Added Tax pada tahun 2003 yang terjadi di Kolombia.
Mahkamah Konstitusi Kolombia membatalkan undang-undang reformasi
perpajakan karena meskipun memenuhi prosedur pembentukan undang-undang
yang diatur di dalam undang-undang dasar, namun prosedur tersebut ditempuh
tanpa menyertakan partisipasi publik yang memadai. Mahkamah Konstitusi
Kolombia menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang merupakan
produk yang memiliki sifat coercive, karenanya dapat berdampak pada
dibatasinya hak-hak warga negara, sehingga pembahasan dan partisipasi publik
yang memadai menjadi penting untuk mengidentifikasi ruang lingkup
pembatasan, implikasi terhadap kelompok yang paling rentan, dan

siginifikansinya terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Praktik di Afrika Selatan juga mencerminkan cara pandang yang serupa.
Di dalam perkara Doctors for life pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi Afrika
Selatan menyatakan bahwa jaminan atas hak berpartisipasi dari masyarakat
untuk dapat terlibat dalam penentuan kebijakan, pembentukan undang-undang,
dan berbagai mekanisme pengambilan keputusan lainnya di pemerintahan,
merupakan manifestasi ajaran demokrasi partisipatif. Oleh karena itu,
pemenuhannya harus dilakukan secara layak dengan membuka semua akses

yang memungkinkan bagi masyarakat terlibat secara aktif. Oleh karena itu,
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Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengembangkan doktrin ‘meaningful
involvement test’ untuk menguji, apakah lembaga legislatif telah menempuh
langkah-langkah yang layak dalam memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam proses
pembentukan undang-undang. ‘meaningful involvement test’ yang dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dilakukan dengan cara menguji
prosedur yang disediakan oleh legislatif terhadap dua pertanyaan mendasar

sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban untuk membuka partisipasi bagi masyarakat dalam
pembentukan undang-undang telah dijamin secara normatif?

2. Apakah lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai
untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk

menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan?

Mekanisme partisipasi yang layak menurut Mahkamah Konstitusi Afrika
Selatan dapat berbentuk ‘road show’, ‘regional workshop’, termasuk publikasi
melalui berbagai media yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi
kepada masyarakat, mengenai berbagai cara yang dapat ditempuh untuk dapat
mempengaruhi keputusan legislatif.

Kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi di negara-negara yang abhli
sebutkan, sebenarnya pernah pula dipraktikan oleh Mahkamah Konstittusi
Indonesia di dalam praktik judicial review, yakni dalam perkara Nomor 32/PUU-
VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam putusannya, Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa partisipasi atau ‘memperhatikan pendapat
masyarakat’, tidak dapat dilakukan sebatas memenuhi ketentuan formal
prosedural. Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama partisipasi adalah
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial
warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menghendaki bahwa partisipasi harus
dilakukan secara dialogis dimana warga negara diberikan hak untuk didengar
dan dipertimbangkan (right to be heard and to be considered), bersifat terbuka,
dan dilakukan dengan bahasa atau penyampaian yang mudah.

Dengan demikian dapatlah ahli simpulkan bahwa ketaatan terhadap

prosedur pembentukan undang-undang dan kualitas pemenuhan prosedur
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pembentukan undang-undang merupakan the two sides of one coin. Keduanya
tidak dapat dipisahkan dan harus dipenuhi secara layak. Pemenuhan prosedur
tanpa pemenuhan dari sisi kualitas akan mengakibatkan prosedur dapat
digunakan secara manipulatif atau tokenistik yang hanya dilakukan sekedarnya,
semata-mata hanya untuk memenuhi aspek administratif formil pembentukan
undang-undang dan mengabaikan substansi dan hak-hak warganegara untuk

turut berpartisipasi, di dengar, dan dipertimbangkan secara layak.

Apakah batu uji di dalam pengujian formil hanya terbatas pada norma yang
mengatur pembentukan undang-undang di dalam UUD 1945 dan UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan ahli untuk mengemukakan apa
yang disebut oleh H. L. A. Hart sebagai the rule of recognition. Hart berangkat
dari permasalahan bahwa dalam suatu masyarakat dapat saja hidup banyak
sumber norma, sehingga terjadi permasalahan ketidakpastian (uncertainty)
mengenai norma mana yang berlaku secara sah sebagai peraturan yang
mengikat umum. Hart kemudian menguraikan bahwa dalam sebuah sistem
hukum, diperlukan apa yang disebut sebagai rule of recognition. Rule of
recognition merupakan ketentuan dimana subjek dalam sebuah sistem hukum
dapat mengenali mana ketentuan yang berlaku sebagai undang-undang, mana
yang bukan. Rule of recognition berisi ketentuan yang menetapkan kriteria oleh
‘organ mana’ dan ‘dengan cara’ apa suatu norma diberlakukan menjadi undang-
undang. Ketentuan ini merupakan awal mula dari gagasan mengenai keabsahan

hukum.

Menurut pandangan Hart, the rule of recognition merupakan sebuah
conditio sine qua non. Bahkan, pada negara dengan bentuk pemerintahan
monarki absolut sekalipun, dimana apapun yang dititahkan oleh raja merupakan
sebuah hukum yang mengikat, akan selalu ada cara untuk dapat mengklasifikasi
tentang mana titah raja yang dapat dikategorikan sebagai hukum dan mana titah
raja dalam kehidupan keseharian yang tidak ditujukan untuk menjadi hukum.
Dengan demikian, Hart pada dasarnya hendak mengutarakan bahwa di dalam
sistem hukum apapun, bahkan pada sistem dimana konstitusi tertulis tidak
dikenal, dan dan parlemen berada pada kedudukan yang supreme seperti pada

ketatanegaraan Inggris, akan tetap selalu ada ketentuan yang bersifat ‘manner
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and form’ yang ditujukan untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh legislatif

pada saat hendak membentuk hukum.

Hart berpendapat the rule of recognition merupakan seperangkat aturan
yang berisi kriteria untuk menentukan hukum. Aturan ini menurut Hart tidak
berada pada satu bentuk hukum yang tunggal, melainkan dapat terfragmentasi
pada berbagai bentuk. Artinya, kriteria tersebut dapat saja berada pada dokumen
konstitusi, ataupun dapat pula berada pada dokumen lain selain konstitusi,
seperti  sumber-sumber hukum di level subconstitutional maupun
extraconstitutional.19 Makna subconstitutional adalah bentuk-bentuk hukum
yang secara hierarkhis berada di bawah konstitusi, misalnya undang-undang.
Pada dimensi peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita mengenal
berbagai undang-undang yang keberadaannya diperintahkan oleh UUD 1945
yang berisi berbagai prosedur pembentukan undang-undang, yakni Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3), beserta perubahannya. Dari perspektif Hart, kedua undang-

undang tersebut dapat dijadikan batu uji di dalam pengujian formil.

Tidak sedikit pendapat di kalangan ahli hukum di Indonesia yang
meragukan bahwa kedua undang-undang yang ahli sebutkan dapat digunakan
sebagai batu uji dalam pengujian formil. Keraguan tersebut umumnya didasarkan
pada ketentuan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi dasar kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang
dasar. Dari ketentuan Pasal 24C tersebut, maka Mahkamah hanya dapat
menjadikan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai batu uji pengujian.
Pandangan ini juga ahli sadari sebagai pengaruh dari ajaran teori hukum
berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai teori hukum yang
sering kali dijadikan rujukan utama di dalam pengajaran di fakultas-fakultas
hukum di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab keraguan ini, ahli justru
akan menggunakan pendapat Hans Kelsen untuk memberikan justifikasi bahwa
undang-undang tertentu dapat dijadikan batu uji di dalam pengujian karena
kedudukannya yang berbeda dengan undang-undang yang lain.

Dalam konteks pembentukan hukum, Hans Kelsen mengemukakan
bahwa norma yang mengatur tata cara pembentukan hukum pada suatu tatanan

norma, umumnya berada pada konstitusi sebagai ‘the final postulate’ atau ‘the
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last presupposition’, yakni norma tertinggi yang mengatur tata cara pembentukan
hukum yang diasumsikan atau disepakati sebagai prosedur yang benar. Namun
demikian, Kelsen juga mengungkapkan bahwa makna konstitusi yang dimaksud
olehnya merupakan konstitusi dalam arti yang luas, yakni konstitusi dalam arti
formil dan materil. Dalam arti formil, konstitusi dimaknai sebagai dokumen tertulis
yang disebut sebagai undang-undang dasar. Sementara dalam arti materil,
konstitusi merupakan seperangkat aturan mengenai tata cara pembentukan
hukum, termasuk yang tertera di dalam undang-undang. Oleh karena itu,
menurut Kelsen, jika terdapat undang-undang yang berisi mengenai tata cara
pembentukan hukum, maka undang-undang tersebut memiliki materi
konstitusional atau bersifat ketatanegaraan, dan karenanya harus diberi
kedudukan yang berbeda dengan undang-undang lain pada umumnya. Hal ini
menurut Kelsen, karena norma yang menentukan organ dan proses legislasi,

merupakan elemen yang esensial dari sebuah sistem hukum.

Pendapat Kelsen ini dalam bahasa Frederick Schauer disebut sebagai
undang-undang organik. Bahkan Schauer menyatakan bahwa undang-undang
organik sebagai quasi constitutional enactments, dan memiliki kedudukan lebih
tinggi dibanding undang-undang biasa karena diperintahkan secara langsung
oleh undang-undang dasar. Dapat pula dikatakan bahwa Schauer menempatkan
undang-undang organik sebagai undang-undang yang memiliki derajat

konstitusi, dan bahkan dikategorikan sebagai konstitusi dalam arti luas.

Pandangan yang ahli kemukakan di atas sejatinya telah dipraktikan oleh
Mahkamah Konstitusi, yakni di dalam perkara Nomor 27/PUU-VI11/2009 tentang
pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Di dalam perkara tersebut,
Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan prosedural yang dapat menjadi batu
uji pengujian formil tidak hanya berada di level konstitusi, melainkan dapat pula
berada di berbagai peraturan lainnya, sepanjang peraturan tersebut merupakan
pelaksana dari pendelegasian UUD 1945. Lebih jelas, Mahkamah menyatakan
sebagai berikut:

“‘jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal

UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada

pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan

tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari
logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil
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itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang,
tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari
delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-
undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok
ukur atau batu uji dalam pengujian formil”.

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut semakin menguatkan pendapat

ahli bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019, serta Peraturan Tata Tertib DPR, dapat dijadikan batu uji dalam
penguijian formil, karena merupakan peraturan pelaksana atau hasil dari delegasi
UUD 1945, atau yang dalam perspektif the rule of recognition disebut sebagai

ketentuan subconstitutional.

Bagaimana dengan peraturan tata tertib DPR? Ahli lagi-lagi
menggunakan pendekatan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen
untuk menjawab hal ini. Di dalam teorinya Kelsen menyatakan bahwa validitas
sebuah norma didasarkan pada apakah norma tersebut dibuat dengan cara
tertentu yang telah ditentukan oleh sebuah norma dasar (basic norm). Norma
dasar tersebut dapat berupa norma yang telah dibentuk secara spesifik untuk
mengatur tata cara pembentukan norma hukum oleh parlemen, atau dibentuk
dari kebiasaan yang dikembangkan baik oleh parlemen ataupun pengadilan.26
Dari sisi ini, maka sumber validitas prosedural dari sebuah norma, tidak selalu
didasarkan pada norma yang lebih tinggi, melainkan dapat pula berupa norma-
norma yang disepakati sebagai norma yang diperuntukan untuk membentuk
hukum. Oleh karena itu Peraturan tata tertib DPR yang mengatur prosedur
pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan kesepakatan atau
‘express agreement’ di antara para legislator, dan berlaku di antara mereka saja.
Dari sudut pandang ini, maka Peraturan tata tertib DPR dapat dikategorikan
sebagai the basic norm sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, dan
karenanya dapat dijadikan sebagai batu uji di dalam pengujian formil.

Apakah beban pembuktian di dalam pengujian formil hanya dapat dibebankan
kepada Pemohon ataukah dapat pula dibebankan kepada pembentuk undang-

undang?
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Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan ahli membacakan ketentuan
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

yang menyatakan:

“‘Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.”

Berdasarkan ketentuan di atas, ahli berpendapat bahwa frasa yang
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta
keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang
sedang diperiksa, dapat dibaca sebagai kewenangan untuk “‘membalikkan”
beban pembuktian. Artinya, sepanjang dibutuhkan demi memperoleh kebenaran
materil, Mahkamah Konstitusi diperkenankan untuk meminta kepada pemerintah
atau pembentuk undang-undang, untuk membuktikan bahwa tindakannya, baik
dalam konteks prosedural maupun substansial dapat dibenarkan secara hukum.

Ahli juga berpendapat bahwa kehadiran ketentuan Pasal 54 tersebut,
mencerminkan kesadaran dari pembentuk undang-undang bahwa perkara
pengujian undang-undang merupakan perkara yang menempatkan warga
negara vis a vis dengan pemerintah. Ketika warga negara berhadapan dengan
pemerintah secara diametral, acapkali warga negara berada pada posisi yang
lebih lemah (powerless) sementara pemerintah berada pada posisi yang lebih
unggul karena memiliki segara sumber daya, termasuk penguasaan terhadap
informasi. Dengan demikian, kehadiran Pasal 54 tersebut memang di desain
agar di dalam persidangan pengujian undang-undang, baik formil maupun
materil, beban pembuktian dapat diberikan pula kepada pemerintah sebagai

bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindakan-tindakannya.

Konstruksi hukum yang demikian juga tidak terlepas dari filosofi dasar
pemberian kewenangan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, yakni
ditujukan agar hak-hak warga negara tidak dapat dengan mudah dilanggar oleh
pemerintah melalui pembentukan undang-undang. Apalagi, sebagaimana yang
telah ahli sampaikan sebelumnya bahwa badan pembentuk undang-undang
seringkali melihat pembentukan undang-undang semata sebagai ranah politik
kekuasaan, bukan ranah penalaran. Pembentukan undang-undang seringkali
lebih  mencerminkan pertarungan kekuatan politik, bukan pertarungan

argumentasi untuk menghasilkan undang-undang yang paling rasional.
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Pembentukan undang-undang menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling
banyak, bukan siapa yang memiliki argumentasi paling rasional. Pada akhirnya,
undang-undang hanya menjadi resultante dari sebuah permainan kekuasaan (a
power game) yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih
banyak suara, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak
kepentingan. Dengan kata lain, pembentukan undang-undang sering kali tidak
mencerminkan peran pemerintah, dalam hal ini DPR sebagai ‘a space of public
reason’ dan hal ini memperlihatkan bahwa telah terjadi degradasi dalam praktik
berpolitik. Oleh karena itu, pembebanan pembuktian kepada pemerintah di
dalam pengujian undang-undang menjadi penting, tidak hanya semata-mata
dalam rangka melindungi hak-hak warga negara melainkan melindungi cita-cita

republik yang mungkin terancam akibat degradasi praktik politik.

Apa implikasi hukum yang muncul terhadap sebuah undang-undang, jika pada
saat pembentukannya DPR RI tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara
pengambilan persetujuan dalam rapat paripurna yang diatur di dalam Pasal 152
ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI?

Sebagaimana yang telah ahli kemukakan sebelumnya, bahwa Peraturan
Tata Tertib DPR dapat dikategorikan sebagai the basic norm karena dibentuk
secara spesifik untuk mengatur tata cara pembentukan norma hukum oleh
parlemen, atau dibentuk dari kebiasaan yang dikembangkan oleh parlemen. Dari
perspektif ketatanegaraan lainnya, misalnya pendapat yang dikemukakan oleh
Frederick Schauer, peraturan internal DPR seperti peraturan tentang tata tertib
tersebut, dapat dikategorikan sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan dalam
bentuk ‘express agreement’, dan merupakan bagian dari konstitusi tidak
tertulis.30 Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan semacam ini dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang demokratis.

Di dalam praktik pembentukan undang-undang di negara lain, misalnya di
Israel, ketaatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi menjadi penting untuk dijaga.
Hal ini mengakibatkan Mahkamah Agung Israel mengembangkan “the basic
principles test” untuk menjadi batu uji di dalam pengujian formil. Di dalam perkara
Saarid v Kneeset, Mahkamah Agung Israel menguiji tindakan-tindakan Kneeset

dengan beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut:

1. Apakah proses legislasi telah melanggar prinsip partisipasi?
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2. Apakah proses legislasi telah melanggar prinsip demokrasi?

3. Apakah proses legislasi dilakukan tanpa memenuhi asas publisitas yang
memungkinkan rancangan undang-undang diketahui secara luas oleh
publik?

4. Apakah proses legislasi dilaksanakan berdasarkan prinsip formal equality?

Penting pula bagi kita untuk melihat bahwa peraturan tata tertib DPR
tersebut diberi baju “Peraturan DPR” yang menurut Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011, dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan

yang diakui. Oleh karena itu, Peraturan DPR dapat dikategorikan sebagai

sumber hukum formal dalam pembentukan undang-undang, dan karenanya
memiliki sifat hukum (legal sense). Dengan demikian, Peraturan DPR dapat
menjadi instrumen untuk menguiji validitas undang-undang dari sisi prosedur.

Dilanggarnya ketentuan di dalam Peraturan DPR akan berdampak pada tidak

valid atau absahnya keputusan yang diambil di internal DPR dan karenanya

dapat berdampak pada tidak valid/absahnya sebuah undang-undang yang

dihasilkan dari keputusan tersebut.

Apa yang ahli kemukakan ini pada dasarnya dapat dijustifikasi dari sisi
teori hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa tindakan
manusia dapat secara sah diterjemahkan sebagai tindakan negara, hanya
apabila dilakukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan hukum. Apabila tidak,
tindakan tersebut harus diterjemahkan sebagai tindakan perseorangan biasa
yang tidak memiliki dampak hukum. Bahkan, orang yang melakukannya
bertanggungjawab secara indvidu terhadap tindakan tersebut (personal
responsibility). Terhadap tindakan yang diambil secara tidak sah tersebut, Kelsen
mengatakan bahwa pada prinsipnya tindakan tersebut tidak bernilai (null) dan
tidak dapat memiliki dampak hukum.

Dengan demikian, prosedur dalam pembentukan undang-undang di
dalam berbagai peraturan perundang-undangan memiliki makna penting sebagai
serangkaian kriteria dari rantai tindakan hukum (chain of legal acts) yang
menentukan validitas sebuah undang-undang. Dengan kata lain, prosedur
memiliki fungsi untuk membedakan apakah sebuah tindakan dari kekuasaan
berdampak pada lahirnya hukum atau tidak. Jika undang-undang yang diuji
dinyatakan tidak memenuhi bagian tertentu dari seluruh proses pembentukan

undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, maka berkonsekuensi
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mengakibatkan norma-norma didalamnya dianggap sebagai preposisi yang tidak
mengandung sifat hukum sejak kelahirannya (nullity), yang dalam tradisi hukum

di Indonesia disebut sebagai “batal demi hukum”.

Pendapat ini merupakan pendapat yang sejalan dengan apa yang
disampaikan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU-
VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang
menyatakan bahwa:

“‘Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh
karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka
seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak

awal (void ab initio),...”.

Apa implikasi yang muncul jika undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah dilakukan tanpa melibatkan DPD sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D
ayat (2) UUD 1945?

Berdasarkan pendapat Prof. Bagir Manan, kehadiran DPD dilandasi oleh
gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan
pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta
menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. Sebagai
sebuah lembaga yang merupakan substitusi dari utusan daerah di dalam MPR,
sifat keanggotaan dari anggota DPD bersifat individual dan tidak mewakili
kekuatan politik tertentu. Dengan demikian, DPD ditujukan sebagai

penyeimbang dari kekuatan politik DPR.

Selain difungsikan sebagai penyeimbang kekuatan DPR dalam
menentukan berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan otonomi

daerah, DPD juga berfungsi untuk:

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-
daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan

daerah; dan
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3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah
secara serasi dan seimbang.

Berbagai tujuan pembentukan DPD tersebut, menurut ahli menjadi latar
belakang lahirnya Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, apabila
ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, tentu hal ini merupakan pencederaan
terhadap tujuan bernegara yang ada di dalam UUD 1945, yakni negara kesatuan
dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Bahkan dapat pula dikatakan
bahwa apabila undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah tidak
dibentuk dengan melibatkan DPD, dapat dikatakan bahwa DPR membentuk

undang-undang melalui ‘pintu belakang’ dan mengkooptasi kewenangan DPD.

Selain dapat dilihat dari sisi fungsi DPD di dalam pembentukan undang-
undang, ahli juga perlu menjawab dari pendekatan prosedur pembentukan
undang-undang, terutama yang berkaitan dengan sumber validitas sebuah
norma. Hans Kelsen di dalam teorinya mengemukakan, bahwa sebuah norma
menemukan validitasnya ketika norma tersebut dibentuk dengan cara-cara
tertentu yang dikehendaki oleh norma yang lebih tinggi. Menurutnya ”...any norm
in the legal system ‘is valid because, and to the extent that, it had been created
in a certain way, that is, in a way determined by another (higher) norm.” Dengan
demikian, dalam konteks pembentukan undang-undang minerba yang
didalamnya memiliki implikasi besar terhadap daerah, baik dari aspek lingkungan
maupun aspek pendapatan daerah, menjadikannya terikat dengan ketentuan
Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945. Dengan kata lain, dalam hal Undang-Undang
Minerba ini, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 merupakan sumber validitas dari
undang-undang tersebut. Tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 22D ayat (2)
tersebut, secara hukum berdampak pada keabsahan atau validitas undang-
undang minerba. Sebagaimana telah ahli sampaikan sebelumnya, ketiadaan
validitas mengakibatkan sebuah norma bersifat ‘nullity’ atau batal demi hukum.
Oleh karenanya, seluruh norma di dalam Undang-Undang Minerba harus
dimaknai sebagai preposisi yang tidak mengikat dan mengandung sifat hukum
sejak kelahirannya.

Perkara ini sangat penting sebagai pembelajaran dalam bernegara,
termasuk untuk meneguhkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sebagai the
Supreme Law of The Land, salah satu fungsi dan tujuan konstitusi adalah untuk

membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, di dalam
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ajaran supremasi konstitusi, berbagai ketentuan prosedural yang mengatur
mengenai pembentukan hukum merupakan bagian yang materil dari sebuah
konstitusi dan bertujuan untuk menciptakan ‘parliamentary constraint’,
menciptakan the limited governement, dan menjamin demokrasi dijalankan

sesuai dengan konstitusi.

. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Ahli Pemohon)

Perkara ini adalah mengenai Judicial Review (pengujian) secara formil
atas UU terhadap UUD Negara Rl Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 51
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas UU No, 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Konstitusi berwenang menguiji baik secara formil (uji formil) maupun
materiil (uji materiil) UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Apabila kita
membicarakan mengenai pengujian secara formil maka pengujian dilakukan
terhadap proses, prosedur, formalitas pembentukan UU, apakah proses
pembentukannya sudah sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Batu uji utama untuk menyatakan
apakah suatu UU cacad mengenai prosedur atau tidak adalah UUD Negara RI
Tahun1945.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal
adanya landasan konstitusional. Landasan konstitusional peraturan perundang-
undangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Landasan Formil Konstitusional.
Landasan Formil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan
legitimasi prosedural terhadap pembentukan PUU yang dicantumkan dalam
dasar hukum “mengingat” suatu PUU. Landasan Formil Konstitusional PUU
menjadi penting dengan adanya lembaga negara dalam Kekuasaan
Kehakiman yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menguiji (judicial
review) PUU yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C
UUD 1945 pasca amandemen. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji PUU di bawah UU
terhadap UU. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen,
Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji UU terhadap

UUD. Kewenangan konstitusional semacam ini belum pernah ada
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sebelumnya. Barulah dalam rangka pelaksanaan faham/sistem “Supremasi
Konstitusi” di Era Reformasi dan pelaksanaan sistem checks and balances
dalam UUD 1945 pasca amendemen, dengan semangat dan jiwa baru, kini
suatu UU dapat diuji secara yudisial (judicial review) terhadap UUD.

Dengan demikian, dalam proses pembentukan UU apabila RUU datang dari
Presiden/Pemerintah, maka Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dicantumkan
dalam dasar hukum “mengingat” UU dan Pasal 21 UUD 1945 tidak
dicantumkan. Sebaliknya apabila RUU datang dari DPR, maka Pasal 21 UUD
1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU, sedangkan
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tidak dicantumkan.

Sebelum amandemen UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) selalu dicantumkan dalam
setiap UU baik yang RUU-nya datang dari Presiden sendiri maupun RUU-nya
datang dari DPR, karena pembentuk UU yang utama (primaire wetgever)
pada saat itu adalah Presiden, sedangkan DPR hanyalah pembentuk UU
serta (medewetgever). Sehingga selama masa Orde Baru Pasal 5 ayat (1)
selalu dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU. Sedangkan Pasal
21 UUD 1945 hanya dicantumkan ketika RUU-nya datang dari DPR.

Matrik di bawah ini menunjukan kewenangan pembentukan UU secara formal
berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

No. Lembaga Dasar Ketentuan Norma

Konstitusional

1. DPR Pasal 20 ayat (1) DPR memegang
kekuasaan ~ membentuk
Pasal 21 undang-undang.

Anggota DPR  berhak
mengajukan RUU.

2. DPD Pasal 22D ayat (1) | DPD dapat mengajukan
kepada DPR RUU yang
berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta

penggabungan  daerah,
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pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan
perimbangan  keuangan

pusat dan daerah.

Presiden

Pasal 5 ayat (1)

Presiden berhak
mengajukan RUU kepada
DPR.

Matrik di bawah ini mengenai dasar konstitusional pembentukan UU yang

dilaksanakan secara bersama antara DPR, DPD dan Presiden.

No. Lembaga Dasar Ketentuan Norma
Konstitusional
1. DPR dan Pasal 20 ayat (2) Setiap RUU dibahas oleh
Presiden DPR dan Presiden untuk
mendapat persetujuan
bersama
2. DPR dan Pasal 20 ayat (3) Jika RUU tidak mendapat
Presiden persetujuan bersama,
RUU itu tidak boleh
diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu
3. Presiden Pasal 20 ayat (4) Presiden  mengesahkan
RUU yang telah disetujui
bersama untuk menjadi
uu
4. Presiden Pasal 20 ayat (5) Dalam hal RUU yang telah

disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh
Presiden dalam waktu 30
hari semenjak RUU
tersebut disetujui, RUU
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tersebut sah menjadi UU

dan wajib diundangkan

5. DPR, DPD dan | Pasal 22D ayat (1) | RUU vyang berkaitan
Presiden dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan
pemekaran serta
penggabungan  daerah,
pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan
perimbangan  keuangan

pusat dan daerah.

2) Landasan Materiil Konstitusional.
Landasan Materiil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan sign
bahwa PUU yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD
1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU
yang (akan) dibentuk. Landasan Materiil Konstitusional PUU ini kemudian
diuraikan secara ringkas dalam konsiderans “menimbang” dan dituangkan
dalam norma-norma dalam pasal dan/atau ayat dalam Batang Tubuh dan

dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan suatu PUU kalau kurang jelas.

Penjabaran Landasan Materiil Konstitusional PUU dalam konsiderans
‘menimbang” dan dalam Batang Tubuh (pasal dan/atau ayat) disesuaikan
dengan keinginan pembentuk UU (DPR dan Presiden) sebagai
kebijakan/politik hukum (legal policy) namun harus tetap dalam pemahaman
koridor konstitusional yang tersurat maupun tersirat. Semuanya ini melalui
metode penafsiran. Kalau terjadi perbedaan penafsiran antara pembentuk
UU (DPR dan Presiden) dengan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal (-
pasal) UUD 1945 yang dijabarkan dalam suatu UU maka yang dimenangkan
adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal dan penafsir akhir konstitusi (the guardian/last interpreter of the

constitution).



58

Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-
undangan kemudian diberikan landasan UU yaitu Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

Oleh karena itu, untuk menguji apakah proses pembentukan UU sudah sesuai
atau belum dengan prosedurnya tidak cukup hanya mendasarkan pada UUD
Negara Rl Tahun 1945 saja, tetapi semua peraturan yang mengatur mengenai
proses/prosedur/formalitas pembentukan UU.

Di level UU, yang mengatur proses pembentukan UU adalah:

a. UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU P3) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun
2019; dan

b. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019.

Pada level di bawah UU proses pembentukan UU diatur dalam:

a. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaiamana
telah diubah beberaapa kali terakhir dengan Peraturan DPR No. 2 Tahun
2018.

b. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, apabila yang dibicarakan adalah  mengenai
formalitas/prosedur/proses pembentukan Undang-Undang, maka peraturan
perundang-undangan di atas merupakan satu paket yang dijadikan sebagai batu

uji dalam proses pembentukan UU.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
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c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Asas “dapat dilaksanakan" mengatur bahwa setiap Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-
undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,
maupun yuridis. Sementara asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-
benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Asas keterbukaan mengandung makna bahwa
proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara terbuka
dan melibatkan berbagai stake holder/pemangku kepentingan dan memberikan
kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan.

Saya berpandangan bahwa meskipun terjadi penolakan dari berbagai pemangku
kepentingan utama, seperti DPD dan lain-lain, namun RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara tetap disahkan, sehingga proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memenuhi Asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, UU Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara memang memiliki “daya laku” karena
dibentuk oleh lembaga yang berwenang, namun tidak memenuhi asas
‘kehasilgunaan” dan asas “dapat dilaksanakan” karena mengabaikan sekian
banyak suara penolakan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut serta
sangat minimnya pelaksanaan asas “keterbukaan” dengan melibatkan stake
holder/pemangku kepentingan. Selain itu, pembahasan RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara terkesan dilakukan secara tertutup dan sangat terburu-buru sehingga

mangabaikan ruang partisasi publik/masyarakat untuk memberikan masukan.
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Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan
masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (3) menentukan bahwa untuk
memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis, setia Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses
dengan mudah oleh masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 12
Tahun 2011 tidak dilaksanakan, maka secara formal terdapat cacat dalam

proses penyusunannya.

Kedua: Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan

Undang-Undang

Terkait dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD Negara Rl Tahun 1945, DPD
seharusnya dilibatkan dalam pembahasan semua RUU yang materi muatannya
terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22D
ayat 1 UUD Negara Rl Tahun 1945, DPD juga seharusnya dilibatkan dalam
proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. Jadi, Pasal 22D ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya
sekadar menjadi landasan formal konstitusional pembentukan UU, tetapi

sekaligus juga terkait dengan keterlibatan DPD dalam pembentukan UU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22D UUD 1945, terdapat 3 kewenangan

konstitusional DPD yakni:

1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan
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kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan dan agama.

3) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai:
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan

pertimbangan untuk ditindakianjuti.

Berdasarkan pada kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat
(1) UUD Negara RI Tahun 1945 di atas, maka dapat dikatakan bahwa DPD
adalah legislator juga tetapi terbatas pada materi muatan yang ditentukan dalam
Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini sesuai juga dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap RUU yang
materi muatannya terkait dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI
Tahun 1945, maka pembahasannya, baik pada tahap pembicaraan Tingkat
Pertama maupun Tingkat Kedua, seharusnya dilakukan secara tripartit antara
DPR, DPD dan Presiden.

Berdasarkan pada uraian di atas, karena RUU tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
merupakan inisaitif DPR, maka pembahasan RUU tersebut seharusnya
didasarkan pada 2 (dua) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yaitu dari
Pemerintah (Presiden) dan DPD. Apabila RUU tersebut merupakan inisatif DPD,
maka DIMnya ada 2 dari DPR dan Pemerintah. Begitu juga apabila RUU datang
dari Pemerintah, maka DIMnya dari DPR dan DPD.

Apabila pembahasan RUU yang materi muatannya terkait dengan ketentuan
Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dilakukan secara tripartit
tanpa melibatkan DPD, saya berpandangan ada ketidaktaatan/pelanggaran
terhadap prosedur pembentukan UU. Dengan demikian, apabila benar dalam

proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
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Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara DPD tidak dilibatkan, maka UU ini cacat secara formal/prosedural.

Ketiga: Carry Over RUU Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara masuk dalam Prolegnas 2014-2019 (long
list), yang terdiri atas 160 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka dan merupakan
Prioritas Prolegnas Tahun 2019, yang terdiri atas 55 RUU. Namun, karena masa
keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019 berakhir maka RUU tersebut sama
sekali belum pernah dilakukan pembahasan pada masa keanggotaan DPR
Periode 2014-2019 tersebut.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara kembali masuk ke dalam Prolegnas 2020-
2024, yang terdiri atas 248 RUU. Untuk Prioritas Prolegnas 2020 ada 50 RUU
dan salah satunya adalah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan usul inisiatif DPR, yang
merupakan warisan dari keanggotaan DPR Periode 2014-2019. Berdasarkan
pengalaman sebelumnya, RUU yang tidak selesai dibahas pada periode 5 tahun

keanggotaan DPR tidak dikenal adanya sistem mewaris (carry over).

Namun, dengan diubahnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan melalui UU No. 15 Tahun 2019 dibuka untuk
adanya sistem mewaris (carry over), yang diatur dalam Pasal 71A yang
menentukan:

‘Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar
Inventarisasi Masalah pada masa keanggotaan DPR saat itu, hasil
pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada
DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden,
dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan
kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas
tahunan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 di atas, maka sistem
mewaris (carry over) dapat dilaksanakan asal RUU tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
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telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada masa
keanggotaan DPR periode 2014-2019. Apabila belum sampai pada tahap
pembahasan DIM ternyata RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diwariskan (carry
over) pembahasannya ke DPR Periode 2019-2024, maka dapat dikatakan
bahwa pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara telah mengalami cacat secara formal/prosedural karena tidak

memenuhi syarat prioritas carry over ke DPR periode 2019=2024.

UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa undang-
undang yang dapat dilanjutkan pembahasannya ke DPR periode berikutnya
adalah undang-undang yang telah memasuki pembahasan daftar inventaris
masalah (“DIM”). Hingga masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada
September 2019, DIM RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 sama sekali belum
dibahas antara DPR dan Pemerintah. Namun, RUU Perubahan UU No. 4 Tahun
2009 tetap disepakati dan disertakan dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Prioritas dan dibahas pada periode berikutnya.

Ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 sebenarnya lebih ditujukan untuk
‘menyelamatkan” proses pembahasan RUU KUHP yang telah jauh sekali
progresnya, namun karena mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat
maka pembahasannya ditunda untuk dilanjutkan pembahasannya pada masa
keanggotaan DPR periode 2019-2024.

. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H. (Ahli Pemohon)

Saat ini pengujian UU telah mencapai 1401 perkara atau 43% dari seluruh
perkara yang diadili Mahkamah Konstitusi yakni PUU, SKLN, PHPU, dan
PHPKADA. Dalam jumlah perkara tersebut pada beberapa tahun ini
menunjukkan trend kenaikan jumlah perkara pengujian formil atas UU. Pada
tahun 2021 sampai bulan April ada 2 perkara uji formil, pada tahun 2019 ada 15
perkara, pada tahun 2018 sampai 2015 tidak ada data, tahun 2014 ada 5
perkara, tahun 2013 ada 2 perkara, tahun 2012 ada 2 perkara, dan tahun 2011-
2003 tidak ada data.
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Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam berkontitusi
semakin meningkat. Dalam pengujian materiil kecenderungannya, kerugian
konstitusional bersifat individual dan/atau komunal yang langsung maupun
potensial dirugikan oleh satu norma ayat, pasal atau satu undang-undang.
Sedangkan bila pengujian formil karakteristiknya, kerugian konstitusional
langsung dirasakan komunal bahkan satu bangsa. Kerugian konstitusional
diajukan pengujian ke Mahkamah bukan akibat materi atau substansi normanya
namun pada prosedur pembentukan undang-undangnya. Pengujian formil
(formeele toetsing) merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang
didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria
yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari
segi formilnya adalah pemenuhan undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk
yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution),
dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure).

Menurut hemat ahli, sungguh sulit mencari keadilan dalam kasus konkrit
prosedural sebagaimana hakekat pengujian formil tersebut. Bila terlalu
berpegang pada prosedur pembentukan undang-undang maka akan hanya
menemukan keadilan prosedural. Robbins dan Judge menyatakan bahwa
keadilan prosedural merupakan persepsi keadilan dari proses pengambilan
keputusan yang digunakan untuk menentukan hasil atau penghargaan yang
didistribusikan (2015:235).

Keadilan ini mengutamakan kepastian hukum dengan mengukur
pemenuhan administrasi proses penyusunan UU. Akhirnya yang dilakukan
adalah mempertimbangkan dan menilai pemenuhan semua prosedur yang
dibuktikan dengan dokumen atau surat dan tempus. Isi dan konteks lahirnya
dokumen-dokumen tersebut “terkadang” tidak atau setidaknya sulit dinilai
kualitasnya untuk mendukung kebenaran yang sesungguhnya untuk
menciptakan keadilan substantif.

Dalam situasi dan kondisi yang demikian ini Prof. Satjipto Rahardjo
mengingatkan pentingnya penegakan hukum progresif. Hukum dijalankan tidak
hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter),
melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari
undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan

intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain,
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penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi,
komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari
jalan lain daripada yang biasa dilakukan (2009:xiii). Jadi meskipun natur dari
perkara pengujian formil ini adalah menilai konstitusionalitas UU dari sisi
prosedur pembentukannya, seharusnya tidak meninggalkan semangat dan
makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang yang dimohonkan
pengujian.

Ada beberapa masalah hukum yang diajukan Pemohon melalui kuasanya
kepada ahli untuk diberikan keterangan keahlian.

Pertama, apakah Mahkamah dalam menjalankan pengujan formil hanya
mendasarkan pada proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam
UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019 terkait
Pembentukan Perturan Perundang-undangan semata?

Atas pertanyaan ini ahli menyampaikan bahwa berdasarkan UUD 1945
ada beberapa pasal yang mengatur pembentukan undang-undang antara lain
Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22A, dan Pasal 22D UUD 1945. Pasal 22 A
UUD 1945 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan
undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD tersebut maka juga sebagaimana
Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, ketentuan dalam membentuk undang-
undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi juga
termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang. Dengan
demikian selain ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan pembentukan undang-
undang termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam:

a. UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan sebagaimana diubah dengan
UU 15/2019 (UUP3) dan UU MD3;

b. tata tertib produk lembaga negara (Tatib DPR dan Tatib DPD; dan

c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-
prosedural pembentukan undang-undang (Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Ketentuan-ketentuan tersebut ditambah pula dengan penafsiran MK atas

konstitusionalitas UU P3 dan UU MD3 dalam pembentukan undang-undang

sebagaimana sudah diputus dalam Nomor Perkara 92/PUU-X/2012.
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Kedua, apa makna dan implikasi norma DPD ikut membahas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah sebagaimana ditetukan ayat (2) Pasal 22D UUD
1945 terhadap UU yang dimohonkan pengujian?

Salah satu perubahan UUD 1945 yang mendasar adalah perubahan
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu perubahan dari “Kedaulatan adalah di tangan
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”,
menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang- Undang Dasar”. Perubahan tersebut membawa implikasi konstitusional
yang mendalam yang tercermin pada sistem penyelenggaraan kekuasaan
negara setelah perubahan. Jika kedaulatan rakyat sebelum perubahan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR maka setelah perubahan, kedaulatan rakyat
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang di dalamnya diatur
mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya. Dalam hal ini, DPR, DPD, dan Presiden menyelenggarakan
kedaulatan rakyat di bidang legislasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Oleh
karena seluruh aspek penyelenggaraan negara dalam bidang legislasi
berdasarkan kedaulatan rakyat harus merujuk ketentuan Undang-Undang Dasar
maka sistem yang hendak dibangun adalah sistem konstitusional, yaitu sistem
penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada ketentuan konstitusi.

UUD 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada DPD dalam fungsi
legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi DPD
berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah [Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

Makna frasa “ikut membahas rancangan undang-undang” sudah
ditafsirkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 sebagai
berikut:

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai
hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam
membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat
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dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa ‘ikut
membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 20 ayat (2)
UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh
DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa
‘ikut membahas” adalah wajar karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan
pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD
1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu
berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian,
pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada
Tingkat | oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan
pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris
Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir
dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat
pada pembahasan Tingkat Il dalam rapat paripurna DPR sampai dengan
sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari
DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan
penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula
terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan
penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal
yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan
kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden
memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU
antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu)
dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-
masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan
oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah
dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas
DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum
perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat
Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah
mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh
Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan;

Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut maka makna frasa “ikut membahas”

dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan UU vyang dimohonkan pengujian dalam proses
pembahasaanya harus melibatkan DPD.
Berdasarkan angka 269 Lampiran Il UUP3 ditentukan makna kata “harus”
sebagai berikut:

Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu,
gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang
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bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat
seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

DPD harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Perubahan UU Minerba.
Implikasi hukumnya, jika keharusan tersebut tidak dipenuhi maka UU
Perubahan UU Minerba yang diundangkan tanpa mengikutsertakan DPD
adalah tidak memenuhi syarat pembentukan UU dan akhirnya menjadi
inskonstitusional;

2. DPD harus ikut membahas RUU Perubahan UU Minerba sejak memulai
pembahasan pada Tingkat | oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak:
a. menyampaikan pengantar musyawarabh;
b. mengajukan dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM); dan
c. menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di

Tingkat I.

3. DPD harus memberikan pandangan terhadap RUU Perubahan UU Minerba,;

4. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan
DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) harus dilakukan antara
lembaga negara. Dalam hal ini masing-masing lembaga negara harus secara
resmi menentukan wakil-wakilnya yang ditugasi dalam pembahasan dan
tidak boleh dilakukan atas nama pribadi; dan

5. DPD harus menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat Il dalam
rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan UU
Perubahan UU Minerba.

Menurut ahli, perlu dibuktikan 5 (lima) hal di atas untuk mengukur
pemenuhan konstitusionalitas keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU
Perubahan UU Minerba.

Setiap anggota DPD atau warga negara yang mengetahui bahwa kelima
hal di atas tidak dipenuhi maka dapat mengajukan permohon pengujian formil
UU Perubahan UU Minerba. Sebagaimana telah diputus Mahkamah, dalam
syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil
tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian
materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena
akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota
masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
untuk mengajukan pengujian secara formil. (Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-VII/2009).
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Ketiga, Apakah tidak seharusnya diterapkan pembuktian terbalik dalam

perkara uji formil?

Pengujian Formil ini sekali lagi merupakan kasus konkrit sehingga

pembuktiannya lebih pada fakta dan data/dokumen konkrit. Bagi masyarakat

(bukan pembentuk UU) sebenarnya akan mengalami kesulitan untuk

membuktikan keberadaan dan kebenaran fakta dan data/dokumen konkrit

tersebut. Maka dari itu kalau tidak dilakukan pembuktian terbalik maka segala

bukti pemenuhan proses pembentukan UU khususnya UU Perubahan UU

Minerba harus disampaikan pemerintah, DPR, dan DPD sendiri dalam

pemberian keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU MK:

Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis

a.

b.

C.

d.

penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat
mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I,

pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota
secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang
mewakilinya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah,
dan/atau Presiden.

Bahkan menurut hemat ahli, dalam pengujian formil penafsiran kata

“‘dapat” dalam Pasal a quo adalah bermakna perintah/obligatif/gebod bukan

kebolehan/fakultatif toestemming apalagi norma discretionarie bevoegheid

(dapat tetapi tidak perlu melakukan/kan maar niet hoetf).

Keempat, berkaitan dengan mekanisme pengambilan persetujuan

paripurna sebagaimana terurai dalam Pasal 152 Tatib DPR berbunyi:

(1) Hasil Pembicaraan Tingkat | atas pembahasan rancangan undang-

undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi,

panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili

oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat Il untuk mengambil
keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi,
pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I,

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan
anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR;
dan

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang
mewakilinya.

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak

dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
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Pertanyaan kepada ahli, apabila mekanisme sebagaimana terurai dalam Pasal
152 ayat (2) Tatib DPR tidak dilakukan, maka apakah rancangan undang-undang
tersebut menjadi tidak sah?

Secara tegas ahli menyampaikan bahwa apabila mekanisme
sebagaimana terurai dalam Pasal 152 ayat (2) Tatib DPR tidak dilakukan, maka
rancangan undang-undang tersebut menjadi tidak sah. Tidak dipenuhinya
ketentuan Pasal 152 ayat (2) sama dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal
152 ayat (1) huruf b. Dengan demikian tidak ada pernyataan persetujuan atau
penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota DPR. Bila pernyataan persetujuan
atau penolakan itu tidak ada maka proses persetujuan bersama sesuai ketentuan
Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, tidak terpenuhi.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Kelima, apakah apabila pemeriksaan sidang pengujian formil dibarengkan
dengan pengujian materiil apa tepat?

Dalam menjawab pertanyaan ini maka perlu mendasarkan pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VI1/2009 Menurut Mahkamah, karakteristik
dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-
Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh
UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang
yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum,
sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah
telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan
menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal.

Dengan demikian seharusnya menurut ahli, pemeriksaan pengujian formil
dan meteriil harus dipisah. Pengujian formil didahulukan daripada pengujian
materiilnya bila satu undang-undang dimohonkan untuk dilakukan pengujian
secara bersamaan. Bangun penalaran hukumnya adalah pengujian materiil atas
suatu norma UU akan sia-sia dalam hal ternyata Mahakamah menyatakan
validity UU tidak ada karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU.

Di sisi lain, dengan dilakukannya pengujian formil dan meteriil secara
bersamaan maka dapat menjadi isyarat bahwa Mahkamah sudah tidak akan

mengabulkan permohonan formil karena UU sudah dianggap memenuhi
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prosedur pembentukan dan tinggal menguji dari aspek materiilnya. Tentunya ini
hanya anasir, namun seharusnya penilaian publik tidak demikian.

Keenam, terkait provisi dalam perkara pengujian sebelumnya, Mahkamah
menyatakan bahwa tidak menemukan alasan yang menunjukkan telah terjadi
kekosongan hukum (rechts vacuum) sebagaimana yang para Pemohon uraikan
untuk dikabulkannya permohonan provisi, sehingga Mahkamah menolak
permohonan provisi para Pemohon. Apakah hal ini tepat?

Menurut ahli seharusnya dibalik, provisi dilakukan bila tidak ada
kekosongan hukum bukan dalam hal akan terjadi kekosongan hukum sehingga
bila ditunda keberlakuan UU yang diuji maka masih ada dasar hukum yang
digunakan. Dalam konteks perkara a quo maka provisi dapat dikabulkan karena
masih ada UU Minerba sehingga UU Perubahanya tidak diberlakukan dahulu
tidak akan menjadi masalah hukum.

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 maka
temuan Mahkamah berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan undang-
undang sudah dipahami sebagai koreksi atas proses pembentukan undang-
undang. Mengingat temuan Mahkamah tentang hal-hal yang seharusnya
dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan UUD
1945 sudah disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara tahun 2009
tersebut maka tahun 2020 ini sangat tepat kalau diterapkan untuk menguiji proses
pembentukan undang-undang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU- VI11/2009.

Penggunaan asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum dalam
perkara pengujian formil pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-VII/2009 sudah berakhir relevansinya. Apabila saat ini Mahkamah
sudah meyakini adanya cacat prosedur dalam proses pembentukan undang-
undang maka demi kepastian hukum untuk tercapainya tujuan hukum, suatu
undang-undang harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan
undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Asas
kemanfaatan yang menegasikan asas kepastian tentunya tidak bisa diterapkan
terus menerus dan serta merta untuk setiap perkara.

Di samping itu, “alasan pemaaf’ adanya cacat prosedural dalam
pembentukan undang-undang, namun secara materiil undang-undang tersebut

tidak menimbulkan persoalan hukum, menurut hemat Ahli juga kurang relevan
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digunakan saat ini. Mengingat “alasan pemaaf” itu bersifat kuratif karena hanya
berorietasi pada timbulnya korban atau kerugian terlebih dahulu yakni timbulnya
persoalan hukum. Dalam sebuah negara hukum yang mapan, fungsi hukum
seharusnya sebagai pemandu untuk menciptakan Jagad Ketertiban
sebagaimana istilah yang digunakan Satjipto Rahardjo.

Joseph Raz dalam bukunya The authority of law mengatakan salah satu
fungsi hukum adalah preventing undesirable behaviour and securing desirable
behaviour4. Hukum harus mencegah agar tidak terjadi persoalan hukum dalam
masyarakat karena hukum bisa mencegah perilaku yang tidak diharapkan terjadi
dan hukum bisa menciptakan perilaku yang diharapkan.

. Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. (Ahli Pemohon)
Pendahuluan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di lingkungan hukum ada
dua teori hukum yakni positivisme hukum yang memunculkan pandangan
tentang hukum dalam perspektif normatif yuridis atau legisme serta aliran
realisme hukum seperti yang dibawa oleh teori sosiological jurisprudence
Roscoe Pound maupun Utilitarianisme hukum Jeremy Bentham yang
memandang hukum sebagai produk sosiologis. Kendati kedua paradigma teori
besar di bidang hukum tersebut dimasukkan dalam era pemikiran hukum
modern, namun jika dibandingkan dengan kemunculan aliran (teori) posmodern
hukum sekitar tahun 1970 di AS, maka kedua paradigma teori hukum tersebut
masuk dalam kategori Traditional Legal Theory, karena kedua paradigma teori
hukum tersebut dalam pandangan filsafat modernisme kajian utamanya adalah
membahas tentang fenomena hukum jika dilihat dari aspek “subyek” dan “dunia
obyek” di bidang hukum.

Sejak munculnya teori positivisme hukum yang kemudian berkembang
menjadi dua sub aliran yakni aliran hukum positif analitis, dengan penggagasnya
John Austin, dan aliran hukum positif murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen,
maka hukum hanya dimaknai sebagai serangkaian norma yang kaku dan
dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. keberadaan hukum sebagai
norma kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa yang
memiliki otoritas untuk menyusun pedoman hidup bersama. Dalam pemahaman
yang demikian ini, Satjipto Rahardjo dengan mengutup pandangan John Austin

memberikan gambaran mengenai hukum sebagai berikut:
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1. hukum berkedudukan sebagai a command of the lawgiver (perintah dari
pembentuk undang-undang atau penguasa), yakni suatu perintah dari
mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan;

2. hukum dianggap merupakan suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat
tertutup (closed logical system). Logis artinya hukum itu dapat diterima secara
akal atau rasional dan dapat ditelusuri secara nalar. Tetap artinya hukum itu
tidak mengalami perubahan selama kaidah normatifnya tetap diakui
keberadaannya, dan bersifat tertutup karena hukum harus dipisahkan dari
hal-hal yang tidak yuridis;

3. hukum secara tegas dipisahkan dari moral, artinya hukum itu berkaitan
dengan keadilan, dan tidak di dasarkan atas pertimbangan atau penilaian
baik dan buruk.

Menyimak butir-butir gambaran yang dikemukakan oleh John Austin
tersebut, maka tampak jelas bahwa hukum menjelma dalam berbagai aturan
tertulis yang disusun oleh penguasa yang memiliki kedaulatan dan bersifat tetap
(ajeg), dan oleh karena itulah hukum menjadi pedoman bagi pengaturan hidup
manusia. Dalam konstruksi yang demikian inilah, maka pembentuk hukum yang
memiliki kedaulatan itu sangat ditentukan oleh mayoritas dukungan, agar hukum
yang dibentuk memiliki legitimasi dan mempunyai daya paksa.

Menurut pandangan teori hukum positif murni yang dipelopori oleh Hans
Kelsen dinyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak
yuridis seperti anasir etis, sosiologis, politis dan sejarah. Hukum adalah
sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai aturan yang ada. Oleh
karena itu yang dipersoalkan bukan “bagaimana hukum itu seharusnya”,
melainkan “apa hukumnya”. Pemahaman yang demikian ini menunjukkan bahwa
teori hukum sifatnya normatif dan berada dalam dunia sollen, bukan dalam dunia
sein, dan sifatnya adalah hipotesis, lahir karena kemauan dan akal manusia,
terutama kemauan penguasa.

Dengan perkembangan teori hukum positivisme inilah, maka tradisi
hukum tertulis atau sering disebut tradisi hukum Kontinental berkembang dan
mempengaruhi dunia hukum pada umumnya. Tradisi ini menghendaki adanya
unifikasi dan kodifikasi hukum dalam berbagai bidang untuk kemudian diterapkan
dalam mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Oleh sebab itu hukum

menjadi aturan main (rule of law) dan pemahaman hukum bersifat seragam atau
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sama yang penerapannya selalu dikawal memalui putusan pengadilan, sehingga
hakim hanya bertindak laksana “corong undang-undang” atau apa kata undang-
undang, hakim tinggal menerapkan atau memutuskan.

Teori hukum positivisme ini kemudian mengalami “pendobrakan” setelah
kehadiran aliran realisme hukum mulai sekitar tahun 1920-an yang banyak
digagas oleh para akademisi dan hakim seperti Roscoe Pound, John Wigmore,
Oliver Holmes, Benjamin Cardozo, dan lain sebagainya. Gagasan aliran ini lebih
menekankan pada paradigma ilmu hukum yang bertolak dari realitas yang terjadi
dalam masyarakat, bukan bersumber dari rumusan pasal-pasal regulasi ataupun
kehendak penguasa. Keberadaan aliran ini masih diklaim obyektif dan netral,
karena ketika melawan doktrin, dogma, dan asas hukum Kklasik, realisme
yurisprudence ini masih membawa universalitas, yang menempatkan mayoritas
sebagai penentu.

Pembentukan Undang-Undang (antara Rule of Law dan Rule of Ethics)

Teori positivisme hukum dan realisme hukum dalam implementasinya
memang lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat
seperti keberadaan penguasa pembentuk hukum (baca: undang-undang) dan
kelompok mayoritas yang sering disebut sebagai mewakili kata “sosial”. Dalam
rangka pembentukan hukum yang dalam hal ini adalah Undang-Undang,
kelompok-kelompok dominan inilah yang memainkan peranan, sehingga kendati
hukum (Undang-Undang) dianggap bersifat ajeg dan fair karena dirumuskan atas
kehendak mayoritas, namun tetap saja hukum memunculkan ketidaksetaraan,
karena bagaimanapun juga hukum tetap “mengabdi” pada kepentingan
penguasa dalam pandangan teori positivisme hukum, dan tetap “mengabdi”
pada kepentingan mayoritas sebagaimana digagas oleh realisme hukum.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, John Austin membagi hukum
atas Hukum ciptaan Tuhan dan Hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang
dibuat oleh manusia terdiri dari:

a. Hukum dalam arti yang sebenarnya yakni hukum positif yang terdiri dari:
1. Hukum yang dibuat oleh penguasa, seperti Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah dan lain-lain;

2. Hukum yang disusun atau dibuat oleh rakyat secara individual yang

dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.
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Contohnya hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian, hak

kurator terhadap badan/orang dalam curatele.

b. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenubhi
persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh
penguasa/badan berdaulat yang berwenang. Contohnya ketentuan-
ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan atau badan-badan tertentu dalam
bidang keolahragaan, mahasiswa dan sebagainya.

Sementara itu H.L.A. Hart mengemukakan bahwa ciri-ciri positivisme
pada ilmu hukum dewasa ini, adalah:

1. Hukum merupakan perintah dari manusia (command of human being).

2. Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum di satu pihak dengan
moral di lain pihak, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang
sebenarnya.

3. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus
dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis, dan harus dibedakan
pula dari penilaian-penilaian yang bersifat kritis.

4. Pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan
tertutup, serta di dalamnya memuat keputusan-keputusan hukum yang
tepat/benar dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan
hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-
tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moral.

Masih dalam kerangka positivisme hukum, melalui pandangan Hans
Kelsen lewat teori hukum postif murni, Friedmann mengemukakan antara lain:
a. Tujuan teori tentang hukum — seperti juga setiap ilmu — adalah mengurangi

kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity)

b. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. la adalah
pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang
seharusnya ada.
llImu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam.

d. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan
dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum.

e. Suatu teori tentang hukum adalah formal, yakni suatu teori tentang cara

pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik.
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f. Hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah
seperti hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Menyimak pandangan-pandangan tersebut di atas, menunjukkan sekali
lagi bahwa hukum positif bersifat mekanistis dan sangat tergantung dari dominasi
sang pencipta hukum, bahkan dalam beberapa hal dalam konteks
implementasinya harus dibedakan dengan aspek-aspek historis maupun
sosiologis. Hukum positif menunjukkan nalar yang sangat matematis, dimana
logika dimaknai sebagai alat-alat yang telah ditentukan sebelumnya untuk
menentukan kepastian hukum tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik,
bahkan ukuran-ukuran moral dan etika.

Secara doktriner prinsip rule of law dapat diterjemahkan bahwa
masyarakat itu diatur oleh hukum yang obyektif dan oleh karenanya dalam
prinsip ini dikenal asas equality before the law. Oleh sebab itu untuk
menterjemahkan prinsip yang demikian itu, keajegan dan kesetaraan hukum
melalui pendekatan formalisme menjadi penting. Namun kenyataan
menunjukkan bahwa keajegan dan kesetaraan hukum itu sejatinya hanyalah
retorika utopis, sebab sesuai dengan pandangan positivisme hukum itu adalah
kehendak penguasa yang dituangkan dalam undang-undang, maka keajegan
dan kesetaraan hukum itu merupakan hasil intepretasi penguasa alias para
pembentuk hukum (undang-undang) yang memiliki legitimasi prosedural.

Pandangan seperti itu menunjukkan rasionalitasnya, karena dalam
kontruksi pandangan teori Sosiological Jurispridence sebagaimana digagas oleh
Rescoe Pound dinyatakan “law as a tool of social engineering”, dan jika dikaitkan
dengan teori positivisme, mengandung makna bahwa rekayasa sosial
sebagaimana digagas oleh Pound akan terwujud Kketika penguasa
mengintepretasikan kehendak untuk merekayasa masyarakat. Intepretasi ini
akan semakin nampak ketika rekayasa masyarakat dilakukan melalui hukum
yang memiliki karakteristik memaksa.

Dengan mempergunakan teori sosiological jurisprudence tersebut, maka
rekayasa sosial yang dikehendaki penguasa akan ditempuh dengan
mempergunakan sarana hukum. Sehubungan dengan hal ini Mochtar Kusuma
Atmaja antara lain mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana

penunjang modernisasi dan pembangunan menyeluruh, dilakukan dengan:



77

a. meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional antar lain
dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-
bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam
masyarakat;

b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-
masing;

c. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Pandangan Mochtar Kusuma Atmaja tersebut menunjukkan secara jelas
bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum, melainkan oleh interpretasi
penguasa melalui pembentukan hukum tertulis dengan cara melakukan
kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu. Hal ini menunjukkan
bahwa hukum tidak lebih hanya sebagai alat atau sarana pembangunan bahkan
sebagai sarana untuk melakukan modernisasi masyarakat sesuai dengan
kehendak pembentuknya, yakni penguasa yang dalam hal ini adalah lembaga
legislatif (Presiden bersama-sama dengan DPR). Oleh sebab itu hukum dan
Peraturan perundang-undangan tidak ada keajegan, karena substansinya
sangat tergantung oleh kehendak penguasa. Pemahaman seperti ini semakin
menunjukkan kebenaran, ketika melihat bagaimana konsep-konsep kebijakan
publik yang akan dikeluarkan oleh penguasa dituangkan dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam kerangka kebijakan nasional, pada hakikatnya Prolegnas
merupakan agenda setting kebijakan publik nasional yang dalam perspekiif
hukum menyangkut rencana pembentukan UU secara nasional. John Kingdom
mengemukakan bahwa dalam setiap pembentukan atau perubahan kebijakan
publik, termasuk undang-undang, setidaknya ada tiga jenis arus yang perlu
dikelola-disinergikan dengan baik, yaitu: (1) arus permasalahan (stream of
problems), (2) arus kebijakan (stream of policies), dan (3) arus perpolitikan
(stream of politics).

Dalam stream of problems, biasanya memulai aktivitasnya dengan
melakukan identifikasi masalah. Targetnya adalah mendapatkan kejelasan akan
masalah, dan atas dasar rumusan itu ditawarkan solusi atas masalah. Oleh
karena itu, setiap Undang-Undang yang akan dibentuk seharusnya dimulai
dengan riset kebijakan, agar bisa diketahui dengan jelas apa saja masalah yang

ditemui dan mengapa masalah itu terjadi? Apakah solusi atas masalah itu perlu
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diselesaikan dengan suatu Undang-undang yang baru atau cukup di peraturan
perundangan lainnya, perlu mengubah undang-undang, atau perlu mengganti
undang-undang yang sudah ada?

Dalam Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa dalam penyusunan
Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar
Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

. perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR;

. sistem perencanaan pembangunan nasional;

a
b

c. perintah Undang-Undang lainnya;

d

e. perencanaan pembangunan jangka panjang;
f.

perencanaan pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah
dan rencana strategis DPR; dan
g. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
Sehubungan dengan ketentuan tersebut dalam Putusan MK No. 92/PUU-
/2012 Majelis menyatakan:

Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupakan
konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,
“‘Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan
program pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang
dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011, perencanaan
penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan
skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka
mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang tidak
masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Apabila DPD
tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat
mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan
RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat
saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, norma Undang-
Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah
mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945. Dengan
de